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 Penelitian ini menguji pengaruh kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta efek moderasi keadilan pajak pada 
kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Kekuatan otoritas yang diuji terdiri dari skala kekuatan otoritas, probabilitas 
terdeteksi, denda pajak, dan rewards pajak. Sementara itu, keadilan pajak terdiri 
dari keadilan sistem perpajakan dan keadilan prosedural. Penelitian ini 
menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner secara langsung 
dan melalui google form kepada wajib pajak badan di KPP Samarinda Ilir.  
 Populasi penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar sampai akhir 
tahun 2019 di KPP Pratama Samarinda Ilir. Metode simple random sampling 
digunakan untuk menarik sampel pada penelitian ini. Sampel yang dapat diolah 
sebanyak 390 wajib pajak badan. Data dianalisis dengan model persamaan 
struktural dengan bantuan program SmartPLS versi 2.0. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kepatuhan pajak didasarkan pada kekuatan otoritas dan 
kepercayaan wajib pajak. Interaksi keadilan pajak dapat memperlemah kekuatan 
otoritas dalam mendapatkan kepatuhan wajib pajak, namun interaksi keadilan 
pajak memperkuat pengaruh positif kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
Kata Kunci: Teori Slippery Slope, Teori Jera, Teori Perilaku Terencana, Kekuatan 







Puspita, Annisa Geograf. Master Program in Accounting, Faculty of Economics 
and Business, Universitas Brawijaya. 2021. Power of Authority and Taxpayer’s 
Trust on Taxpayer’s Compliance with Tax Fairness as the Moderating Variable. 
Head of Advisory Commission: Sutrisno T., Member of Advisory Commission: 
Nurkholis. 
 
 This research assesses the effect of power of authority and taxpayer’s trust 
on taxpayer’s compliance and the moderating effect of tax fairness in such 
relationship. As power of authority consist of scales of authority’s power, probability 
of being detected, tax penalty, and tax reward, Tax fairness consists of tax system 
fairness and procedural justice. The data of this research was harvested through 
a survey by distributing questionnaires to corporate taxpayers in Taxpayers Office 
of Samarinda Ilir through Google Forms. 
 The population of this study is corporate taxpayers listed on the Small 
Taxpayers Office of Samarinda Ilir until the end of 2019. Simple random sampling 
was used, resulting in 390 processable samples. The data was analyzed using 
structural equation model in SmartPLS version 2.0. This study finds that taxpayer’s 
compliance is based on the power of authority and taxpayer’s trust. Furthermore, 
the interaction of tax fairness hinders the power of authority in gaining taxpayer’s 
compliance, but the said interaction strengthens the positive effect of taxpayer’s 
trust on taxpayer’s compliance. 
 
Keywords: slippery slope theory, deterrence theory, theory of planned behavior, 
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1.1 Latar Belakang 
Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap atau perilaku seorang wajib 
pajak dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati hak 
perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan pajak menjadi 
aspek yang penting bagi negara karena berkaitan dengan penerimaan negara, 
namun penerimaan perpajakan setiap tahunnya tidak mencapai target yang telah 
ditetapkan dalam APBN. Penerimaan pajak tahun 2018 hanya 92% realisasi dari 
target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan penerimaan 
(shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 Triliun (Inggit, 2019). Untuk memaksimalkan 
penerimaan pajak membutuhkan peran aktif dari wajib pajak. Kondisi perpajakan 
yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan 
perpajakannya membutuhkan tingginya kepatuhan wajib pajak. 
Upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan 
kepatuhan, penarikan pajak, dan menggenjot penerimaan pajak ialah dengan 
dilakukan pemekaran KPP. Salah satu KPP yang dipecah, yaitu KPP Pratama 
Samarinda menjadi KPP Samarinda Ilir dan KPP Samarinda Ulu sesuai Keputusan 
Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-167/PJ/2018 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Instansi Vertikal DJP. Tujuan dari pemekaran ini belum sepenuhnya tercapai 
karena penerimaan pajak belum sesuai target yang telah ditetapkan. Penerimaan 
pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu dapat 





Tabel 1.1  










Samarinda Ulu 549,37M 88% 631,58M 87% 
Sumber: Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, 2019 
Berdasarkan tabel 1.1 kedua KPP Pratama yang ada di Samarinda mengalami 
penurunan dalam realisasi penerimaan pajaknya, namun KPP Samarinda Ilir lebih 
mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 13% dibandingkan dengan 
KPP Samarinda Ulu yang hanya turun 1% (Kanwil DJP Kalimantan Timur dan 
Utara, 2019). 
 Tidak hanya penerimaan pajak yang mengalami penuruan atau tidak sesuai 
dengan target yang telah ditetapkan, namun juga terjadi pada pelaporan SPT wajib 
pajak badan. Pelaporan SPT menjadi salah satu indikator kepatuhan wajib pajak 
(Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000). Persentase wajib pajak 
badan yang membayar pajaknya dan melapor Surat Pemberitahuan (SPT) 
dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dapat dilihat pada 
tabel 1.2 berikut ini. 
Tabel 1.2 












Samarinda Ilir 10.307 15.987 64,47% 9.753 16.351 59,65% 
Samarinda Ulu 8.633 13.239 65,21% 9.987 14.727 67,81% 
Sumber: Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, 2019 
Berdasarkan tabel 1.2 di atas maka dapat diketahui bahwa masih hampir setengah 
wajib pajak badan di Kota Samarinda yang tidak patuh dalam melaporkan 
kewajiban perpajakannya. 
Kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor 
internal. Faktor ekstenal yang berupa variabel ekonomi pertama kali 
dikembangkan oleh Allingham dan Sandmo (1972) dalam Deterence Theory (Teori 
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Jera). Setiap individu dalam membuat keputusan dan melaporkan pengenaan 
pajaknya didasarkan pada pertimbangan yang logis antara manfaat dan risiko 
yang akan dihadapi. Faktor eksternal ini umumnya dapat memberikan efek jera 
atas ketidakpatuhan wajib pajak, namun keberhasilannya tergantung dari 
kemampuan otoritas pajak dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan pajak. 
Perilaku kepatuhan wajib pajak tidak selalu didasarkan pada variabel 
ekonomi saja, melainkan juga mucul dari faktor internal yang ada pada diri wajib 
pajak. Perilaku demikian dijelaskan dalam teori perilaku terencana (Theory of 
Planned Behavior). Menurut teori Perilaku Terencana, perilaku seseorang pada 
dasarnya ditentukan oleh niat dan motivasinya (Ajzen, 1991). Kirchler et al. (2008) 
berupaya mengintegrasikan faktor ekonomi dan non-ekonomi (psikologis) secara 
sekaligus dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak dalam teori Slippery Slope. 
Teori ini menjelaskan kepatuhan wajib pajak berdasarkan dua dimensi, yaitu 
kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak.  
Kekuatan otoritas ditentukan oleh persepsi wajib pajak tentang kemampuan 
pihak berwenang untuk mendeteksi dan menghukum penghindaran pajak (Gangl 
et al., 2015). Apabila otoritas pajak memiliki kekuatan tersebut, maka kepatuhan 
akan terjadi. Kekuatan otoritas dapat menegakkan kepatuhan yang sesuai dengan 
sistem perpajakan yang berlaku. Wajib pajak patuh karena ditekan/dipaksa oleh 
otoritas. Kekuatan otoritas merupakan faktor eksternal yang dapat ditekankan 
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kastlunger et al., 2013; Lisi, 2014; 
Mas’ud et al., 2014; Gobena dan Dijke, 2016; Batrancea et al., 2019). Di beberapa 
negara berkembang umumnya menunjukkan kepatuhan yang sifatnya seperti ini 
(Kogler et al., 2013). 
Kepercayaan merupakan faktor psikologis wajib pajak yang menekankan 
pada hubungan wajib pajak dengan otoritas pajak yang dilihat dari tindakan yang 
dilakukan oleh otoritas pajak  (Faizal et al., 2017). Kepercayaan pada otoritas 
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dapat memunculkan kesadaran untuk membayar pajak. Dalam diri seorang wajib 
pajak memang ada niat dan motivasi untuk membayar pajak seperti yang 
dijelaskan dalam Theory of Planned Behavior (teori Perilaku terencana). Apabila 
wajib pajak percaya bahwa otoritas pajak bekerja untuk kepentingan bersama, 
maka akan tercipta kepatuhan pajak (Kogler et al., 2013; Lisi, 2014; Damayanti et 
al., 2015; Jimenez dan Iyer, 2016; Gobena dan Dijke, 2016; Faizal et al., 2017; 
Batrancea et al., 2019; Güzel et al., 2019).  
Beberapa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang menggunakan 
teori Slippery Slope telah dilakukan di beberapa negara, namun masih 
menunjukkan hasil yang inkonsisten seperti Kongler et al. (2013),  Siglè et al. 
(2018), dan Batrance et al. (2019). Penelitian Kogler et al. (2013) membuktikan 
dalam eksperimennya bahwa kepatuhan sukarela membutuhkan kekuatan otoritas 
pajak. Wajib pajak mempunyai persepsi bahwa otoritas pajak yang mempunyai 
wewenang/kekuatan yang cukup tidak bisa dipermainkan oleh Wajib Pajak yang 
berniat menghindari pajak. Wajib pajak merasa bahwa otoritas pajak dapat 
menjalankan tugasnya dengan baik apabila dibekali kewenangan yang cukup. 
Dengan demikian, kekuatan otoritas pajak tetap diperlukan untuk menumbuhkan 
kepatuhan sukarela khususnya bagi warga masyarakat yang rendah tingkat 
kepercayaannya. 
Siglè et al. (2018) menguji teori Slippery Slope pada perusahaan besar di 
Belanda. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 
antara kepercayaan dengan kepatuhan sukarela, namun tidak menemukan 
pengaruh yang signifikan antara kekuatan otoritas dengan kepatuhan yang 
dipaksakan.  Selanjutnya penelitian yang menguji teori Slippery Slope dilakukan 
oleh Batrance et al. (2019) pada 44 negara yang berbeda sistem perpajakannya 
dengan menggunakan metoda eksperimen. Hasilnya menunjukkan bahwa 
kepercayaan dan kekuatan otoritas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
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dan mengurangi penggelapan pajak. Kepercayaan terhadap otoritas menciptakan 
kepatuhan sukarela, sedangkan kekuatan otoritas dapat menciptakan kepatuhan 
yang bersifat paksaan. Selain itu, hasilnya juga menunjukkan bahwa kekuatan 
akan meningkatan kepatuhan sukarela jika warga negara mempercayai otoritas. 
Penelitian mengenai teori Slippery Slope yang dilakukan di Indonesia diteliti 
oleh Ratmono (2014), Djajanti et al. (2019), dan Khasanah et al. (2019). Penelitian 
Ratmono (2014) dalam menguji variabel kekuatan otoritas diimplementasikan 
sebagai denda pajak. Penelitian tersebut dilakukan dengan metoda survei pada 
wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang yang memberikan bukti bahwa tingkat 
denda pajak tidak dapat memengaruhi kepatuhan pajak sukarela, akan tetapi 
hasilnya menyatakan upaya meningkatkan kepatuhan sukarela hanya dapat 
dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Djajanti et 
al. (2019) meneliti kekuatan otoritas pajak yang diimplementasikan dengan 
variabel denda pajak pada wajib pajak orang pribadi di Kota Jakarta. Hasil 
penelitiannya menyimpulkan bahwa skala kekuatan otoritas pajak memengaruhi 
kepatuhan pajak sukarela, sedangkan untuk probabilitas terdeteksi dan denda 
pajak tidak dapat memengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Penelitian lain 
dilakukan oleh Khasanah et al. (2019) menguji kepercayaan wajib pajak dan 
kekuatan otoritas yang diimplementasikan sebagai audit pajak dan imbalan 
(rewards) pajak. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
antara audit pajak dengan kepatuhan pajak sukarela dan kepercayaan pada 
otoritas pajak itu terbukti berhasil mengurangi pengaruh audit pajak terhadap pajak 
sukarela, namun rewards pajak tidak terbukti berhasil memengaruhi kepatuhan 
pajak sukarela. 
Hasil penelitian terdahulu yang masih inkonsisten membutuhkan 
penambahan variabel moderasi, yaitu keadilan pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak 
terlepas dari perlakuan adil yang dirasakan oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan 
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secara psikologis masyarakat masih menganggap pajak merupakan beban. 
Manfaat dari pembayaran pajak ini tidak serta merta dirasakan langsung  oleh 
wajib pajak. Wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila 
otoritas pajak menghormati wajib pajak dan menerapkan prosedur yang 
transparan dan adil (Lisi, 2014). Wajib pajak yang merasa bahwa sistem 
perpajakan yang berlaku tidak memiliki keadilan, maka dapat membuat 
penghindaran pajak akan dirasionalkan oleh wajib pajak tersebut. Wajib pajak 
dengan tingkat kepercayaan yang rendah kepada otoritas akan mengamati secara 
cermat apakah otoritas telah bertindak dengan prosedural yang adil (tidak bias). 
Hasil dari penilaian wajib pajak tersebut akan menentukan apakah akan bersikap 
patuh atau tidak patuh (Ratmono, 2014). Keadilan prosedural juga dapat 
mendorong kepatuhan pajak sukarela ketika kekuatan sah otoritas pajak rendah 
dan kekuatan paksaan otoritas pajak tinggi (Gobena dan Dijke, 2016). 
Adil dari segi perpajakan berarti memperlakukan secara sama wajib pajak 
yang berada dalam kondisi ekonomi yang sama dan dikenakan pajak sesuai 
dengan kemampuannya, serta manfaat yang diterima juga sesuai. Dengan 
demikian, menurut Suandy (2000: 23) terdapat keadilan horizontal dan keadilan 
vertikal dalam mengimplementasikan pemungutan pajak. Keadilan horizontal 
terjadi bila wajib pajak yang mempunyai kemampuan membayar pajak sama 
dikenakan pajak yang sama. Keadilan vertikal terjadi bila wajib pajak yang 
mempunyai kemampuan membayar tidak sama akan dikenakan pajak yang tidak 
sama pula. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menetapkan tarif pajak yang 
adil sesuai dengan kemampuan wajib pajak (Siahaan, 2012). Jika wajib pajak 
diperlakukan secara adil oleh otoritas pajak maka wajib pajak tersebut akan 




1.2 Motivasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan berlandaskan pada tingkat kepatuhan wajib pajak 
yang masih tergolong rendah. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) per 2 Mei 2019, tingkat kepatuhan wajib pajak badan hanya mencapai 
52,24% (MediaKeuangan, 2019). Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak masih 
menjadi pemasalahan serius yang perlu untuk diatasi mengingat tingginya 
ketergantungan sumber pembelanjaan negara dari penerimaan pajak.  
Kirchler et al. (2008) melakukan pengembangan teori dari teori sebelumnya, 
yaitu teori Jera dan teori Perilaku Terencana dalam teori Slippery Slope. Teori ini 
menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak melibatkan dua pihak yang saling 
berkaitan dan berhubungan dinamis. Pihak tersebut yaitu wajib pajak sebagai 
pembayar pajak dan otoritas pajak (Direktorat Jendral Pajak), maka dalam 
menganalisis kepatuhan wajib pajak sudah seyogyanya melibatkan kedua belah 
pihak ini. Kekuatan otoritas dan kepercayaan pada otoritas dapat memecahkan 
dilema sosial kepatuhan pajak (Gangl et al., 2015). 
Di Indonesia penelitian yang menggunakan teori Slippery Slope sebagai 
dasar untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak hanya melihat dari satu sisi 
kepatuhan saja, yaitu kepatuhan pajak sukarela, seperti penelitian yang dilakukan 
Ratmono (2014), Djajanti et al. (2019), dan Khasanah et al. (2019). Berbeda 
dengan kondisi yang sebenarnya di Indonesia, sebab pajak di Indonesia bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang. Sesuai falsafah undang-undang 
perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi 
merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk 
peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Dengan 




Penelitian ini dalam menguji kekuatan otoritas terdiri dari kekuatatan 
legitimasi (legitimate power) dan kekuatan koersif (coercive power). Kekuatan 
legitimasi diimplementasikan oleh dimensi skala kekuatan otoritas dan probabilitas 
terdeteksi, sedangkan kekuatan koersif diimplementasikan oleh dimensi denda 
pajak dan rewards pajak. Pada penelitian ini juga menempatkan kepercayaan 
sebagai variabel prediktor karena berdasarkan teori Slippery Slope yang 
menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan salah satu faktor independen yang 
dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Batrancea et al., 2019). Hal tersebut 
didukung juga oleh penelitian Ratmono (2014). Berbeda dengan penelitian 
sebelumnya yang dilakukan Khasanah et al. (2019) menempatkan variabel 
kepercayaan sebagai pemoderasi pengaruh kekuatan otoritas terdahap 
kepatuhan pajak sukarela. 
Penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris mengenai teori Slippery 
Slope dengan menggunakan keadilan pajak. Verboon dan Dijke (2011) 
menemukan bahwa sanksi yang berat lebih efektif meningkatkan kepatuhan 
dibandingkan dengan sanksi yang ringan hanya jika keadilan prosedural dianggap 
tinggi. Djajanti et al. (2019) yang membuktikan interaksi keadilan prosedural dapat 
mengurangi bentuk-bentuk kekuatan otoritas. Ratmono (2014) menyoroti efek 
keadilan prosedural pada denda pajak dalam memengaruhi kepatuhan sukarela, 
namun hasilnya gagal membuktikan hal tersebut. 
Penelitian yang menganalisis keadilan pajak yang diimplementasikan oleh 
keadilan prosedural belum memberikan simpulan yang konsisten. Hal ini 
mendorong peneliti untuk menggunakan keadilan pajak sebagai variabel 
moderasi. Dimensi keadilan pajak yang digunakan bukan hanya keadilan 
prosedural saja, namun juga menggunakan dimensi keadilan sistem perpajakan. 
Selain itu, keadilan pajak digunakan sebagai pemoderasi hubungan kekuatan 
otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak dan hubungan kepercayaan wajib pajak 
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terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak diprediksi dapat memperkuat 
pengaruh kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak.  
Penelitian ini dilakukan di kota Samarinda karena tingkat kepatuhan wajib 
pajak badannya masih rendah, khususnya di wilayah KPP Pratama Samarinda Ilir. 
Rendahnya tingkat kepatuhan dilihat dari menurunnya jumlah wajib pajak badan 
yang melaporkan SPT tahunan semenjak pemekaran KPP dilakukan, yaitu pada 
tahun 2018 sebesar 64,47% dan pada tahun 2019 sebesar 59,65% dari wajib 
pajak badan yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir (KPP Pratama Samarinda Ilir, 
2019). Selain itu, jika dibandingkan dengan KPP Pratama yang ada di Samarinda, 
yaitu KPP Pratama Samarinda Ilir dan KPP Pratama Samarinda Ulu, kepatuhan 
wajib pajak badan di KPP Pratama Samarinda Ilir yang terendah. Hal ini 
mendorong peneliti untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang 
memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan di wilayah KPP Pratama Samarinda 
Ilir. 
 
1.3 Perumusan Masalah 
Kepatuhan wajib pajak melibat dua pihak yang saling terkait, yaitu wajib 
pajak dan otoritas pajak yang dapat menciptakan suasana saling percaya antara 
wajib pajak dengan otoritas pajak. Penelitian yang telah dilakukan dibeberapa 
negara memberikan bukti empiris mengenai hal tersebut (Muehlbacher et al., 
2011; Kogler et al., 2013; Lisi, 2014; Gobena dan Dijke, 2016; Batrancea et al., 
2019). 
Penelitian ini mengusulkan penggunaan unsur keadilan pajak sebagai 
pemoderasi. Pajak yang berkeadilan diprediksi dapat memperkuat pengaruh 
kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak terhadap  kepatuhan wajib pajak. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah kekuatan otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak? 
2. Apakah kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak? 
3. Apakah keadilan pajak memperkuat pengaruh kekuatan otoritas pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak? 
4. Apakah keadilan pajak memperkuat pengaruh kepercayaan wajib pajak 
terhadap kepatuhan wajib pajak? 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Menguji dan menganalisis pengaruh kekuatan otoritas terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
2. Menguji dan menganalisis pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
3. Menguji dan menganalisis efek moderasi keadilan pajak pada pengaruh 
kekuatan otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak. 
4. Menguji dan menganalisis efek moderasi keadilan pajak pada pengaruh 
kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
1.5 Kontribusi Penelitian 
 Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam aspek 





1. Kontribusi Teori 
 Penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris teori Slippery Slope 
dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori Slippery 
Slope, kepatuhan wajib pajak didasarkan pada dua dimensi, yaitu kekuatan 
otoritas pajak dan kepercayaan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kekuatan otoritas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
karena wajib pajak merasa otoritas menjalankan tugasnya dengan baik 
apabila memiliki kewenangan yang cukup. Selain itu, kepercayaan wajib 
pajak juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak percaya 
bahwa uang dari pembayaran pajak digunakan sebaik mungkin dan akan 
memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, penelitian ini memberikan 
tambahan bukti empiris terkait teori Slippery Slope dengan menempatkan 
keadilan pajak sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi 
kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak 
terbukti dapat memperkuat kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya. 
 Teori Slippery Slope merupakan pengembangan dari teori Jera dan 
teori Perilaku Terencana. Penelitian ini mendukung teori Jera karena bentuk-
bentuk tekanan dari otoritas dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak 
yang berniat untuk melakukan pelanggaran pajak, sehingga wajib pajak 
akan bersikap patuh. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung teori 
Perilaku Terencana karena kepatuhan wajib pajak tumbuh atas dasar 
kesadaran diri sendiri dari rasa percaya kepada otoritas pajak. 
2. Kontribusi Praktik 
 Penelitian ini memberikan kontribusi bagi otoritas pajak bahwa 
kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak diperlukan untuk 
menumbuhkan sikap patuh wajib pajak. Dengan demikian, otoritas pajak 
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harus menjaga wewenangnya yang tercermin dari sikap tegas dan berani 
dalam melakukan pemungutan pajak.  Selain itu, otoritas pajak hendaknya 
selalu menciptakan rasa kepercayaan wajib pajak, misalnya dengan 
transparansi dalam pengelolaan dana pajak dan menciptakan komunikasi 
dua arah antara otoritas dan wajib pajak. Di sisi lain, otoritas pajak harus 
menerapkan pajak yang berkeadilan. Hal ini dikarenakan, pajak yang 
berkeadilan akan menguatkan rasa percaya wajib pajak terhadap otoritas 
yang pada akirnya akan meningkatkan sikap patuh untuk membayar pajak. 
 Penelitian ini dapat memberikan kesadaran bagi wajib pajak untuk 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang percaya kepada 
otoritas pajak akan melaksakan kewajiban perpajakanya atas dasar 
kesadaran dirinya sendiri. Wajib pajak sadar bahwa pembayaran pajak yang 
dilakukan oleh wajib pajak dapat meningkatkan penerimaan negara yang 
akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan. Kegiatan 
pemerintah yang produktif berdampak pada pembangunan dan 






2.1 Teori Jera 
 Teori Jera (Deterrence Theory) pertama kali dikembangkan oleh Allingham 
dan Sand (1972) yang menjelaskan mengenai perilaku tindakan yang dipilih 
sesorang berdasarkan pemikirannya atas manfaat, biaya, dan risiko. Seseorang 
dalam bertindak didasarkan pada pemikiran yang logis, umumnya berusaha untuk 
menghindari segala bentuk kerugian yang diakibatkan pelanggaran hukum. 
Sehubungan dengan kepatuhan pajak,  wajib pajak  akan mempertimbangkan 
manfaat dan risiko dari penghindaran pajak. Pemberian sanksi yang berat dan 
tingginya probabiltas terdeteksi bila melakukan pelanggaran adalah bentuk-bentuk 
pencegahan yang bertujuan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku 
pelanggaran dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Otoritas dapat 
menggunakan sarana-prasarana untuk mendeteksi bentuk-bentuk kecurangan 
yang dilakukan wajib pajak, diantaranya melalui penetapan tarif pajak, penetapan 
denda, dan melakukan bentuk-bentuk investigasi yang dapat mendeteksi 
penghindaran pajak (Allingham dan Sand, 1972). 
 Yitzhaki (1974) dengan memberi gambaran risiko-manfaat penghindaran 
pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan seseorang dari pendekatan teori jera. 
Ketika tarif pajak naik dan pengenaan denda tidak sebanding dengan risikonya, 
maka wajib pajak memilih mengambil risiko. Hal ini dikarenakan wajib pajak 
merasa bahwa keuntungan yang dirasakan lebih besar dibandingkan dengan 
risiko yang belum tentu terjadi. Risiko-manfaat untuk mengindari pajak akan 
berbeda-beda pada setiap wajib pajak yang mempunyai penghasilan besar 
dengan wajib pajak yang berpenghasilan kecil, maka dari itu otoritas pajak perlu 
14 
 
melakukan evaluasi bentuk-bentuk pencegahan yang tepat agar mampu menekan 
penghindaran pajak sesuai dengan situasi atau kondisi wajib pajak. 
 Penelitian ini menggunakan dimensi skala kekuatan/wewenang otoritas 
pajak, probabilitas terdeteksi, denda/sanksi pajak, dan rewards pajak dari teori 
deterrence sebagai bentuk pencegahan yang dapat menumbuhkan efek jera untuk 
menguji kepatuhan wajib pajak dari sisi kekuatan otoritas. Probabilitas terdeteksi, 
denda/sanksi pajak, dan skala kekuatan/wewenang otoritas pajak merupakan 
signal bagi wajib pajak atas tekanan/kekuatan otoritas (Kirchler et al., 2008). 
Sementara itu, rewards pajak merupakan bentuk pencegahan yang diterapkan 
oleh otoritas pajak kepada wajib pajak agar tidak melakukan penghindaran pajak 
ataupun bentuk-bentuk kejahatan pajak lainnya. Harapannya wajib pajak dapat 
mematuhinya. Otoritas pajak akan selalu berupaya untuk menyakinkan wajib pajak 
bahwa manfaat membayar pajak lebih besar dari pada risiko mendapatkan sanksi 
atau diperiksa bila wajib pajak tidak patuh. 
 
2.2 Teori Perilaku Terencana 
 Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) berasal dari disiplin 
ilmu psikologi berbasis niat (intentions) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). 
Menurut teori ini timbulnya perilaku sesorang ditentukan oleh niat dan motivasi 
seseorang. Teori Perilaku Terencana menyediakan sebuah kerangka kerja untuk 
mempelajari sikap individu (attitude) terhadap perilakunya (behavior). Menurut 
(Ajzen, 2006) munculnya niat perilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu sebagai 
berikut: 
a. Keyakinan individu 
Hal ini berkaitan dengan sikap yang merupakan keyakinan individu yang 
memengaruhi perilakunya. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan 
kepatuhan wajib pajak, perilaku kepatuhan wajib pajak sebenarnya 
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mencerminkan keyakinannya atau kepercayaannya atau penilaiannya 
terhadap pemahamannya atas pajak yang dibebankan kepadanya dan juga 
atas niat yang ditunjukkan untuk patuh atau tidak patuh dalam perpajakan. 
b. Keyakinan normatif (normative belief) 
Keyakinan normatif merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang 
lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative belief and 
motivation to complay). Keyakian normatif ini akan menghasilkan norma 
subjektif. Norma subjektif merupakan faktor sosial yang dapat menekan 
wajib pajak dalam berperilaku. Dengan demikian, perilaku seorang wajib 
pajak sangat dipengaruhi oleh persepsinya mengenai faktor sosial atau 
faktor external wajib pajak. 
c. Keyakinan kontrol Perilaku (control belief) 
Keyakinan kontrol perilaku merupakan keyakinan akan adanya hal-hal yang 
mendukung atau yang menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan 
seberapa kuat keyakinan tersebut. Dikaitkan dengan perilaku wajib pajak, 
maka kontrol perilaku ini berkaitkan dengan persepssi wajib pajak atas 
sistem pengawasan dan sanksi yang akan diberikan bila wajib pajak tidak 
patuh. 
 Dorongan untuk menampilkan perilaku tergantung pada faktor motivasional 
dan faktor non-motivasional (Ajzen, 2006). Niat atau dorongan berperilaku dalam 
kondisi perilaku terkontrol diasumsikan sebagai faktor motivasional yang 
memengaruhi perilaku. Sementara itu, ketersediaan kesempatan dan sumber 
yang diperlukan dikategorikan sebagai faktor non-motivasional. Dengan kata lain, 
suatu perilaku tertentu akan ditampilkan apabila terdapat motivasi, niat, dan 




2.3 Teori Slippery Slope 
 Masalah kepatuhan perpajakan menimbulkan munculnya berbagai teori 
yang diharapkan mampu untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi 
untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Salah satu teori terkini tentang 
kepatuhan perpajakan adalah teori Slippery Slope yang dikembangkan pertama 
kali oleh Kirchler et al. (2008). Teori ini memandang bahwa kepatuhan pajak bukan 
hanya disebabkan oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga disebabkan oleh faktor 
psikologis sosial. Pendekatan Slippery Slope Framework menjelaskan bahwa 
kepatuhan wajib pajak melibatkan dua pihak yang saling berkaitan, yaitu otoritas 
pajak dan pembayar pajak.  
 Gagasan mengenai teori Slippery Slope didasarkan pada bervariasinya iklim 
pajak yang terdapat pada masyarakat. Iklim pajak tersebut adalah iklim antagonis 
yang digambarkan sebagai “polisi dan perampok” dan iklim sinergis yang 
digambarkan sebagai “pemberi jasa dan klien” (Kirchler et al., 2008). Iklim 
antagonis digambarkan sebagai hubungan yang saling curiga antara otoritas pajak 
dan pembayar pajak. Otoritas pajak digambarkan sebagai “polisi” memandang 
pembayar pajak sebagai “perampok” yang melakukan penggelapan pajak dan 
mencoba untuk menghindari otoritas pajak. Iklim ini terjadi karena adanya 
ketidakpercayaan dan kebencian yang mengarah pada kekuatan koersif. Dengan 
demikian, kepatuhan dalam iklim seperti itu perlu ditegakkan (Gangl et al., 2015). 
Asumsi ini didukung oleh bukti empiris yang menunjukkan bahwa kesenjangan 
sosial yang tinggi dengan kekuatan koersif yang rendah mengarah pada iklim 
antagonis dan menciptakan kepatuhan wajib pajak yang dipaksakan (Hofmann et 
al., 2014). 
 Iklim sinergis digambarkan sebagai hubungan yang baik antara otoritas 
pajak dan pembayar pajak. Dalam iklim ini, otoritas pajak memandang pembayar 
pajak sebagai klien yang mengharapkan dan pantas mendapatkan layanan yang 
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adil, profesional, dan memberikan perlakuan yang mendukung para pembayar 
pajak. Wajib pajak membalas sikap ini dengan menjalankan kewajiban 
perpajakannya. Dengan demikian, wajib pajak dan otoritas pajak saling bekerja 
sama dengan baik sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan (Gangl 
et al., 2015). Dalam iklim ini jarak sosial cenderung rendah dan pembayar pajak 
memiliki kecenderunga untuk patuh pada peraturan perpajakan (Hofmann et al., 
2014). 
 Teori Slippery Slope dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak berdasarkan 
pada dua dimensi, yaitu kepercayaan wajib pajak pada otoritas dan kekuatan 
otoritas pajak (Kirchler et al., 2008). Rerangka hubungan antara dimensi 
kepercayaan, kewenangan/kekuatan, dan kepatuhan wajib pajak digambarkan 
sebagai grafik tiga dimensi berikut ini. 
Gambar 2.1 
Grafik Tiga Dimensi Slippery Slope Framework 
 
Sumber: Kirchler et al. (2008) 
Otoritas pajak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk mendorong wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sementara itu, wajib pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya didasarkan pada kepercayaan pada otoritas 
pajak. Dengan demikian, apabila kepercayaan pada otoritas tinggi dan 
kekuatan/wewenang otoritas juga tinggi, kepatuhan wajib pajak berada pada sisi 
paling atas papan peluncur seperti pada Gambar 2.1. Kepatuhan wajib pajak akan 
meluncur turun ke bawah atau merosot ke bawah seiring dengan turunnya 
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kepercayaan wajib pajak di satu sisi dan turunnya kekuatan/wewenang otoritas 
pada sisi lainnya.  
 Pada saat kewenangan otoritas pajak lemah dan kepercayaan wajib pajak 
rendah, maka wajib pajak akan melakukan penghindaran pajak dan kepatuhan 
menjadi rendah. Selanjutnya, kewenangan otoritas pajak tinggi meskipun 
kepercayaan wajib pajak rendah maka wajib pajak akan tetap patuh meskipun 
kepatuhan yang terjadi bersifat paksaan. Akan tetapi, kepatuhan paksaan ini 
memiliki kelemahan yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh otoritas 
yang cukup besar seperti melakukan pemeriksaan pajak, sosialisasi, dan lain-lain. 
Kepatuhan paksaan akan melemah seiring dengan melemahnya kewenangan 
otoritas pajak. Sebaliknya, ketika kewenangan otoritas pajak rendah dan 
kepercayaan wajib pajak tinggi akan tercipta kepatuhan pajak yang bersifat 
sukarela. Kepatuhan ini tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan 
pemeriksaan pajak dan sosialisasi pajak. Kepatuhan pajak sukarela akan bertahan 
dalam jangka waktu lebih lama apabila otoritas pajak memelihara kepercayaan 
yang dimiliki oleh pembayar pajak (Kogler et al., 2013 dan Batrancea et al., 2019). 
Saat ini di negara-negara maju kepatuhan wajib pajaknya mulai berbalik arah, dari 
kepatuhan yang sifatnya dipaksakan ke kepatuhan sukarela (Kirchler dan 
Muehlbacher, 2010; Dijke dan Verboon, 2010; Muehlbacher et al., 2011; dan 
Kogler et al., 2013). 
 
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 
 Pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang 
telah memiliki penghasilan baik wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak 
badan. Indonesia menganut self assessment dalam sistem pemungutan pajaknya, 
artinya wajib pajak dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan 
melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri (UU No. 16 Tahun 2009). Sistem 
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perpajakan ini membutuhkan peran aktif dari wajib pajak, sehingga kepatuhan 
pajak akan tercipta. Kepatuhan pajak selalu menjadi masalah besar bagi 
pemerintah di seluruh dunia. Sejumlah peluang yang senantiasa yang tersedia 
bagi wajib pajak untuk menghindari pajak, baik melalui underreporting pendapatan 
atau melebih-lebihkan pemotongan (Damayanti et al., 2015). 
 Kepatuhan pajak merupakan kondisi ideal yang harus dilakukan oleh wajib 
pajak untuk melaporkan penghasilan secara akurat dan jujur, pemungutan pajak 
didasarkan pada peraturan atau hukum, dan bertujuan untuk keseimbangan 
ekonomi (Zemiyanti, 2016). Sementara itu, Rustiyaningsih (2011) mengatakan 
kepatuhan wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua 
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap wajib pajak yang 
memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut 
akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta wajib pajak yang menyampaikan 
Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu, namun Brown dan Mazur (2003) 
mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak adalah sesuatu yang tidak mudah 
didefinisikan karena meliputi multi dimensi, yaitu kepatuhan pembayaran, 
kepatuhan pelaporan dan kepatuhan pengisian.  
 Kepatuhan terbagi menjadi dua macam, yaitu kepatuhan formal dan 
kepatuhan material (Rustiyaningsih, 2011). Kepatuhan formal adalah suatu 
kejadian di mana wajib pajak memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-
undangan pajak dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sementara itu, 
kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif 
atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai 
dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan yang meliputi menghitung 
besarnya pajak terutang, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT tepat 
waktu dan membayar sanksi administrasi. 
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 Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara 
Penetapan wajib pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Dalam pelaksanaan ketentuan 
tersebut maka diterbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-
2/PJ./2008 tentang Tata Cara Penetapan wajib pajak dengan Kriteria Tertentu. 
Adapun syarat wajib pajak patuh yang diatur dalam peraturan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT Tahunan dalam 3 (tiga) tahun 
terakhir; 
b. Penyampaian SPT Masa yang terlambat pada tahun terakhir untuk Masa 
Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk 
setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; 
c. SPT masa yang terlambat dimaksud telah disampaikan tidak lewat dari batas 
waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya; 
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun 
sebelum penetapan sebagai wajib pajak Patuh dan tidak termasuk utang 
pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 
e. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 
keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 
3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan: 
1. Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang 
(long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan 
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fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Tahunan; dan 
2. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani 
oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga 
pemerintah pengawas Akuntan Publik; dan 
f. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 
 Seorang wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya didasarkan 
pada adanya tuntutan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak tersebut 
patuh karena adanya risiko pengetesan yang dilakukan oleh otoritas pajak, 
termasuk risiko pemeriksaan pajak (Muehlbacher et al., 2011 dan Kogler et al., 
2013). Selain itu, keterpaksaan wajib pajak dalam membayar pajak juga karena 
adanya tekanan atas konsekuensi hukum pajak yang berat apabila terbukti 
melakukan pelanggaran di kemudian hari (Kogler et al., 2013). Wajib pajak tidak 
punya pilihan untuk tidak patuh karena tidak memiliki informasi dan kompetensi 
untuk menghindari pengenaan pajak (Djajanti et al., 2019). 
 Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan kesadaran atas kebutuhan dana 
yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan akan berperilaku dan 
bersikap patuh dan taat membayar pajak secara sukarela tanpa terpengaruh oleh 
peraturan perpajakan yang berlaku (Muehlbacher et al., 2011; Kogler et al., 2013; 
Ratmono, 2014; Djajanti et al., 2019; dan Khasanah et al., 2019). Wajib pajak 
merasa mempunyai kewajiban untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan bersama 
warga negara lainnya dan berkeinginan membantu yang berkekurangan. Bagi 
wajib pajak yang patuh secara sukarela, membayar pajak merupakan bentuk 
kewajaran seorang warga negara. Wajib pajak mempunyai kesadaran untuk 
membayar pajak dan tidak terpengaruh untuk mengambil kesempatan 
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menghindari pembayaran pajak meskipun terbuka kesempatan akan hal tersebut. 
Kepatuhan sukarela tentunya lebih diminati oleh pihak otoritas karena dapat 
mengurangi biaya untuk menjaga kepatuhan wajib pajak, seperti biaya 
pemeriksaan pajak, biaya penagihan pajak, dan biaya sengketa pajak. 
 
2.5 Kekuatan Otoritas 
 Kekuatan otoritas pajak mencerminkan kemampuan untuk menekan wajib 
pajak agar patuh dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Kekuatan otoritas ini tampak dalam kemampuannya mendeteksi penghindaran 
pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, kompeten dalam menangani kasus-kasus 
perpajakan, konsisten menghadapi kecurangan/tindakan kriminal di bidang 
perpajakan, dan transparan dalam pengelolaan penerimaan pajak (Siahaan, 
2012). Pihak-pihak otoritas pajak memiliki cara-cara tertentu untuk mencegah 
terjadinya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak, yaitu dengan 
melakukan pemeriksaan pajak dan memberikan sanksi yang berat kepada wajib 
pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melanggar 
ketentuan perpajakan. Dengan demikian, ada efek jera yang dirasakan oleh wajib 
pajak yang ingin melanggar peraturan perpajakan. 
 Kekuatan otoritas terbagi menjadi dua, yaitu kekuatan koersif (coercive 
power) dan kekuatan legitimasi (legitimate power) (Kirchler, 2008). Kekuatan 
koersif digunakan untuk memaksa wajib pajak untuk patuh. Kekuatan otoritas tidak 
hanya mencakup aspek pencegahaan saja, tetapi juga audit, hukuman, dan 
penghargaan (Gangl et al., 2015). Aspek pencegahan berupa denda/sanksi pajak 
dilakukan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan karena takut 
mendapatkan hukuman. Kekuatan koersif dapat juga dilakukan dengan cara 
positif, yaitu memberikan penghargaan/rewards kepada wajib pajak yang patuh 
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Otoritas pajak bukan hanya berupaya 
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untuk meningkatkan kepatuhan pajak, namun juga berusaha untuk mengapresiasi 
wajib pajak yang telah patuh dengan memberikan penghargaan secara materiil 
ataupun inmateriil (Brockman et al., 2015). Selanjutnya, kekuatan legitimasi 
digunakan sebagai usaha otoritas pajak dalam melakukan pendekatan dengan 
wajib pajak agar lebih mengenal pajak dan otoritasnya. Kekuatan legitimasi 
mencakup penerimaan pihak berwenang, posisi hukum, distribusi informasi 
melalui sosialisasi, dan keahlian otoritas pajak dalam mendeteksi pelanggaran dan 
menangani kasus-kasus perpajakan (Gangl et al., 2015).  
 Pihak berwenang dapat menggunakan kekuatan koersif tanpa kekuatan 
legitimasi, kekuatan legitimasi tanpa kekuatan koersif serta dapat menggunakan 
kedua kualitas kekuatan pada saat yang sama (Hofmann et al., 2014). Peran 
kekuatan otoritas pajak yang berlebihan akan menciptakan iklim yang antagonistik, 
yaitu keadaan tidak saling percaya antara otoritas pajak dengan wajib pajak 
(Kirchler et al., 2008). Oleh karena itu, keberhasilan kekuatan otoritas pajak masih 
tergantung pada keberhasilan dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan 
pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan otoritas tersebut dianggap mampu 
untuk meningkatkan kepatuhan pajak jika dilihat dari paradigma ekonomi maka 
akan meningkatkan kepatuhan pajak (Kogler et al., 2013). Hal ini dikarenakan 
wajib pajak merasa otoritas menjalankan tugasnya dengan baik apabila memiliki 
kewenangan yang cukup. 
 Penelitian yang dilakukan di Indonesia juga membuktikan bahwa skala 
kekuatan/wewenang otoritas dapat meningkatkan kepatuhan sukarela, sedangkan 
probabilitas terdeteksi dan denda/sanksi pajak tidak terbukti memengaruhi 
kepatuhan sukarela (Djajanti et al., 2019). Selain itu, tax audit yang dilakukan oleh 
otoritas pajak dapat menumbuhkan kepatuhan yang bersifat sukarela, sedangkan 
rewards pajak belum terbukti dapat memengaruhi kepatuhan sukarela (Khasanah 
et al., 2019). Hal ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan persepsi wajib pajak 
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mengenai kekuatan otoritas. Perbedaan hasil penelitian ini memotivasi peneliti 
untuk meneliti kembali pengaruh kekuatan otoritas terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
 
2.6 Kepercayaan Wajib Pajak 
 Kepercayaan menekankan hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. 
Kepercayaan wajib pajak pada otoritas merupakan pendapat individu maupun 
kelompok sosial yang percaya bahwa otoritas pajak mempunyai sifat baik dan 
bekerja untuk kepentingan bersama (Kirchler et al, 2008). Kepercayaan penting 
dalam kehidupan sosial dan terdapat kesepakatan bahwa kepercayaan dianggap 
sebagai kesediaan individu atau kelompok untuk mengambil risiko (Gangl et al, 
2015). Kepecayaan terhadap otoritas pajak mempunyai sebuah peran penting 
mengapa keadilan prosedural mendorong kepatuhan sukarela masyarakat dalam 
membayar pajak (Mahadianto et al., 2017). 
 Kepercayaan pada otoritas pajak merupakan variabel psikologi yang dapat 
meningkatkan kepatuhan pajak sukarela dan memelihara kepatuhan pajak 
(Kirchler et al., 2008). Jika otoritas pajak dan para pegawainya memperlakukan 
wajib pajak secara sama dan setara dengan cara yang penuh hormat dan 
bertanggung jawab maka kepatuhan akan dapat meningkat. Kepercayaan wajib 
pajak pada otoritas pajak dapat menciptakan iklim sinergistik. Wajib pajak akan 
patuh dan jujur dalam membayar pajak karena telah percaya bahwa otoritas pajak 
memberikan pelayanan terbaiknya bagi wajib pajak yang patuh dan jujur. 
 Kepercayaan terbagi menjadi dua dimensi, yaitu kepercayaan implisit dan 
kepercayaan berdasarkan rasionalitas (Gangl et al., 2015). Kepercayaan implisit 
lahir dari norma-norma yang telah dipercaya akibat dari pengaruh budaya dan 
sosial. Kepercayaan implisit dengan kekuatan koersif dapat saling melemahkan 
satu sama lain. Kepercayaan ini dapat dengan mudah terkikis karena perilaku 
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otoritas pajak atau pemerintah yang salah dalam menggunakan kewenangannya 
atau menggunakan kekuatan koersif secara berlebihan (Khasanah et al., 2019). 
Kepercayaan ini tidak mengharapkan adanya peningkatan dalam hal pengawasan 
koersif karena kepercayaan ini cenderung mematuhi nilai dan norma sosial yang 
ada. 
 Kepercayaan berdasarkan rasionalitas lahir dari hasil pemikiran individu atau 
kelompok sebagai akibat dari perilaku otoritas pajak dan sistem perpajakan yang 
ada. Ada beberapa alasan pembayar pajak untuk percaya, karena otoritas 
dianggap kompeten, memberikan bantuan dan dukungan, sehingga otoritas pajak 
memiliki rekam jejak yang baik dan membangun reputasi positif (Castelfranchi dan 
Falcone, 2010:16). Kepercayaan ini akan saling menguatkan satu sama lain 
dengan kekuatan legitimasi (Khasanah et al., 2019). Kekuatan legitimasi yang 
menggunakan pendekatan antara otoritas pajak dan pembayar pajak dengan baik 
maka akan meningkatkan kepercayaan berbasis rasionalitas yang dimiliki 
pembayar pajak. Pada saat yang sama, kepercayaan berbasis rasional akan 
meningkatkan kekuatan legitimasi karena kepercayaan berbasis penalaran baik 
dari dan mengarah pada pengakuan legitimasi otoritas pajak. 
 Penelitian yang dilakukan di Indonesia dengan menggunakan teori Slippery 
Slope masih belum banyak dilakukan. Khasanah et al. (2019) meneliti 
kepercayaan sebagai variabel moderasi yang membuktikan bahwa kepercayaan 
pada otoritas pajak itu berhasil mengurangi pengaruh audit pajak terhadap pajak 
sukarela. Kepercayaan wajib pajak badan juga terbukti berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan (Siahaan, 2012). Selain itu, kepercayaan pada otoritas dapat 
memperkuat niat untuk patuh (Damayanti et al., 2015). Di beberapa negara maju 
kepatuhan yang sifatnya sukarela lebih diminati karena lebih efektif dan efisien 




2.7 Keadilan Pajak 
 Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya tidak mangandung unsur 
diskriminasi dan menerapkan prinsip keadilan (Suminarisasi dan Supriyadi, 2011). 
Adil berarti menempatkan hak dan kewajiban yang setara bagi setiap warga 
negara dan tidak mengorbankan segelintir orang meskipun hal tersebut 
memberikan manfaat dan keuntungan untuk banyak orang (Djajanti et al., 2019). 
Keadilan adalah fenomena subjektif yang tunduk pada interpretasi individu. 
Individu tersebut akan melakukan perbandingan antara peristiwa sebelumnya 
dengan peristiwa saat ini dan kemudian memutuskan apakah hal tersebut adil atau 
tidak adil (Jimenez dan Iyer, 2016). Unsur keadilan menjadi salah satu 
pertimbangan bagi masyarakat untuk sadar membayar pajak (Siahaan, 2012). 
Para wajib pajak enggan membayar pajak bila persepsi atas sistem pajak yang 
berlaku dianggap tidak adil. 
 Pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas equality, 
certainty, convenience, dan economy (Smith, 1776). Asas equality atau keadilan 
didasarkan pada pemungutan pajak yang dilakukan secara adil dan mereta serta 
dikenakan sebanding dengan kemampuan warga masyarakat. Asas certainity atau 
kepastian hukum dalam pemungutan pajak sedikitnya mengandung unsur-unsur, 
seperti siapa yang harus membayar pajak, apa yang dikenakan pajak, dan berapa 
besarnya pajak yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara 
pembayarannya. Pengenaan pajak menurut asas convenience hendaknya 
dilakukan dengan kemudahan/kenyamanan bagi setiap wajib pajak, misalnya 
pajak penghasilan dikenakan pada saat wajib pajak menerima penghasilan, yaitu 
pada saat wajib pajak mampu membayar pajak. Asas economy dalam 
pemungutan pajak dimaksudkan agar biaya pemungutan pajak baik bagi otoritas 
pajak (collection cost) maupun bagi wajib pajak (compliance cost) hendaknya 
seminimal mungkin sehingga tidak melebihi penerimaan pajak itu sendiri. 
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 Keadilan pajak didasarkan pada tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu 
prinsip manfaat (benefit principle), prinsip kemamuan membayar (ability to pay 
principle), dan keadilan horizontal dan keadilan vertikal (Siahaan, 2012). Pertama, 
prinsip manfaat (benefit principle) menyatakan bahwa suatu sistem pajak dapat 
dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai 
dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Kedua, prinsip 
kemamuan membayar (ability to pay principle) berati wajib pajak diminta untuk 
berkontribusi sesuai kemampuan dalam membiayai pengeluaran pemerintah. 
Ketiga, keadilan horizontal ditetapkan berdasarkan wajib pajak yang memiliki 
penghasilan yang sama, maka dibebani pajak dengan jumlah yang sama. 
Sementara itu, keadilan vertikal berarti wajib pajak yang memiliki kemampuan 
yang berbeda harusnya dibebani pajak yang berbeda pula. 
 Keadilan sistem pajak adalah hasil kompromi yang disepakati oleh setiap 
wajib pajak mengenai pajak yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar 
perpajakan, ketenagakerjaannya mengandung prinsip pembayar pajak, undang-
undang perpajakan juga kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak 
(Puspita et al., 2016). Oleh karena itu, sistem pajak yang adil adalah sistem 
perpajakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pembayar pajak dan dapat 
digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara sebagai dana 
pembangunan. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terbukti salah 
satunya karena adanya unsur keadilan (Siahaan, 2012). Demikian juga dengan 
penelitian yang dilakukan Syakura dan Baridwan. (2014) yang menunjukkan 
keadilan sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib 
pajak badan. 
 Keadilan prosedural merupakan keadilan yang bersinggungan langsung 
dengan otoritas pajak sebagai regulator dan warga negara atau pengguna 
regulasi. Kriteria dari penilaian keadilan prosedural, seperi rasa hormat, netralitas, 
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kepercayaan, dan suara digunakan masyarakat untuk menilai apakah perlakuan 
regulasi terhadap dirinya sebagai warga negara sama dengan perlakuan terhadap 
warga negara lainnya (Khasanah et al., 2019). Dengan demikian, keadilan 
prosedural dapat menumbuhkan sikap patuh terlebih pada warga masyarakat 
yang rendah kepercayaannya terhadap otoritas. Penelitian yang dilakukan oleh 
Djajanti et al. (2019) menunjukkan bahwa interaksi keadilan pajak dapat 






RERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
3.1 Rerangka Teoritis 
 Pajak merupakan salah satu tulang punggung penerimaan negara, namun 
realisasi dari penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak belum 
mencapai target yang ditetapkan. Target penerimaan pajak dapat tercapai dengan 
membangun kesadaran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk 
menciptakan ketaatan membayar pajak (sustainable voluntary compliance). 
Kepatuhan wajib pajak menjadi pusat dalam sistem perpajakan sebab di Indonesia 
menganut sistem self assessment.  
 Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak memberikan bukti 
empiris, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masalah kepatuhan ini tetap menjadi 
masalah besar bagi pemerintah di dunia, tidak terkecuali bagi pemerintah 
Indonesia. Hal ini bisa terlihat dari rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang 
tercermin dari tax ratio Indonesia pada tahun 2018, yaitu 11,5%. Angka dari tax 
ratio tersebut belum mencapai angka yang ideal dan masih tergolong rendah 
apabila dibandingkan dengan negara-negara lain dengan economy size serupa, 
seperti Thailand 15,7%, Kamboja 15,3%, Singapura 14,3%, Malaysia 13,8%, dan 
Filipina 13,7% (MediaKeuangan, 2019). 
 Berdasarkan fenomena di atas, maka dalam menganalisis kepatuhan wajib 
pajak pada penelitian ini menggunakan pendekatan teori Slippery Slope dari 
Kirchler et al (2008). Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan pajak melibatkan dua 
pihak yang saling berkaitan dan berhubungan dinamis, yaitu otoritas pajak dan 
wajib pajak sebagai pembayar pajak. Otoritas pajak memiliki kekuatan atau 




Sementara itu, wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya didasarkan 
pada kepercayaan pada otoritas pajak.   
 Teori Slippery Slope menggambarkan kekuatan otoritas, kepercayaan dan 
kepatuhan pajak sebagai grafik tiga dimensi. Ketika otoritas pajak memaksimalkan 
kekuatan atau wewenangnya dengan kondisi kepercayaan masyarakat terhadap 
otoritas lemah, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai. Wajib pajak akan tetap 
patuh karena takut dikenakan sanksi pajak, denda yang besar, tarif pajak yang 
lebih tinggi. Sementara itu, ketika kepercayaan masyarakat kepada otoritas pajak 
tinggi meskipun kekuatan otoritas melemah maka wajib pajak akan tetap patuh 
karena telah percaya bahwa otoritas menggunakan uang dari pembayaran pajak 
tersebut sebaik mungkin dan akan memberikan pelayanan terbaik.  
 Di sisi lain, meskipun kekuatan otoritas pajak dapat memberikan signal 
negatif pada kepercayaan wajib pajak, namun berdasarkan penelitian Kirchler et 
al. (2008) dan Kogler et al. (2013), kepercayaan wajib pajak bisa muncul pada 
kondisi kekuatan otoritas pajak yang juga harus tinggi. Kepercayaan wajib pajak 
muncul bila otoritas mempunyai wewenang atau kekuatan untuk menangani 
kasus-kasus perpajakan secara kompeten. Dua hal yang saling bertentangan ini 
sama-sama dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Kogler et al., 2013).  
 Keadilan pajak merupakan hal yang dianggap penting dalam sistem 
perpajakan. Keadilan sistem perpajakan mencerminkan keadilan dalam 
mengimplementasikan peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan yang 
dilakukan oleh otoritas pajak. Selanjutnya, Keadilan prosedural menjamin 
pendistribusian hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kesepakatan 
yang fair. Kesepakatan yang fair dapat dicapai melalui prosedur yang tidak 
memihak. Dengan demikian, Peneliti mengusulkan penerapan pajak yang 
berkeadilan sebagai variabel moderasi untuk memperkuat pengaruh kekuatan 




 Berdasarkan penjelasan di atas, maka rerangka konseptual penelitian ini 
dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak dengan pengembangan terori Slippery 
Slope dapat digambarkan dalam gambar 3.1 di bawah ini. 
Gambar 3.1  

















3.2 Pengembangan Hipotesis 
3.2.1 Pengaruh Kekuatan Otoritas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
 Teori Jera menjelaskan bahwa perilaku seseorang didasarkan pada 
pemikirannya yang logis atas manfaat, biaya dan risiko dari tindakan yang dipilih 
(Allingham dan Sand, 1972). Sehubungan dengan kepatuhan pajak, seseorang 
digambarkan akan mempertimbangkan manfaat dan risikonya bila berniat untuk 
melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak akan menghindari risiko 
penghindaran pajak apabila keuntungan atas penghindaran tersebut tidak 
sebanding dengan manfaat yang dirasakan. Dengan demikian, bentuk-bentuk 
tekanan dari otoritas dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang berniat 
untuk melakukan penghindaran pajak atau tidak melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Bentuk-bentuk tekanan otoritas dapat berupa pengenaan 
sanksi/denda yang berat bahkan kurungan penjara atas tindakan kejahatan pajak, 















probabilitas terdeteksi yang tinggi bagi wajib pajak dan hilangnya kesempatan 
untuk mendapatkan fasilitas perpajakan apabila terbukti berniat melakukan 
kecurangan pajak. 
 Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan bukti empiris bahwa kekuatan 
otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Kogler et al., 2013; 
Gangl et al., 2015; Gobena dan Dijke, 2016; Batrancea et al., 2019).  Hal ini sejalan 
dengan teori Slippery Slope yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak terjadi 
karena adanya hubungan yang saling tarik menarik antara kekuatan otoritas dan 
kepercayaan wajib pajak. Kekuatan otoritas tersebutlah yang dapat 
menumbuhkan sikap patuh. Kogler et al. (2013) dalam eksperimennya 
mengungkapkan bahwa wajib pajak yang mempunyai persepsi bahwa otoritas 
pajak memiliki kekuatan yang cukup, tidak dapat dengan mudah dipermainkan 
oleh wajib pajak yang berniat melakukan pelanggaran perpajakan. Selain itu, wajib 
pajak beranggapan bahwa otoritas pajak yang memiliki kompetensi yang cukup di 
bidang perpajakan akan menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Dengan 
demikian, kekuatan otoritas dibutuhkan untuk menumbuhkan kepatuhan pajak. 
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siglè et al. (2018), hasil 
penelitiannya mengungkapkan bahwa kekuatan otoritas tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Mas’ud et al. (2014) yang menunjukkan bahwa kekuatan otoritas tidak dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
 Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Khasanah et al. (2019) 
membuktikan bahwa audit pajak dapat memengaruhi kepatuhan sukarela. 
Penelitian Djajanti et al. (2019) membuktikan bahwa skala kekuatan/wewenang 
otoritas pajak memengaruhi kepatuhan sukarela. Penelitian Dijke dan Verboon 
(2010) menjelaskan bahwa kemungkinan terdeteksi dan denda pajak sebagai 




melalui norma pajak personal. Pada penelitian Ratmono (2014) denda pajak juga 
berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela melalui kepercayaan. Sebaliknya, 
kekuatan otoritas yang diimplementasikan oleh probabilitas terdeteksi, 
denda/sanksi pajak (Djajanti et al., 2019) dan rewards pajak (Khasanah et al., 
2019) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela. 
 Berdasarkan kajian teori dan hasil dari penelitian terdahulu, maka dapat 
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 
H1: Kekuatan otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
3.2.2 Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
 Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi dalam membayar pajak akan 
berdampak pada tingginya kepatuhan pajak. Pada negara-negara maju, 
kepatuhan pajaknya sudah beralih dari kepatuhan yang dipaksakan ke kepatuhan 
sukarela (Kogler et al., 2013; Gangl et al., 2015; dan Faizal et al., 2017). Warga 
masyarakat di negara maju tersebut lebih menyukai kepatuhan sukarela karena 
masyarakatnya telah memahami bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk 
melaksanakan pembangunan sehingga membayar pajak merupakan hal yang 
wajar untuk dilaksanakan. Selain itu, tersedianya fasilitas bagi masyarakat untuk 
memudahkan mengakses kegiatan pemerintahan dengan dukungan sistem 
informasi yang telah maju dan transparan (Khasanah et al., 2019). Hal tersebut 
merupakan bentuk kontrol masyarakat kepada pemerintahnya. Hal tersebut 
membuktikan bahwa wajib pajak telah memiliki kepercayaan kepada otoritas pajak 
mengenai pengalokasian dana yang dibayarkan.  
 Berbeda dengan negara yang masih marak dengan kasus korupsi yang 
menyeret beberapa oknum aparat pajak dan pemerintah dapat mengakibatkan 
menurunnya kepercayan wajib pajak, sehingga terjadi ketidakpatuhan. Wajib 




aparat pajak sudah tidak profesional (Gangl et al., 2015). Dengan demikian, 
kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak merupakan salah satu faktor yang 
dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian dengan indikator 
yang berbeda atas variabel kepercayaan pada otoritas pajak dilakukan oleh 
Siahaan (2012). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi, konsistensi, 
pelayanan, dan transparansi yang dimiliki otoritas pajak berpengaruh positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga dengan hasil penelitian 
Cahyonowati (2011) dan Damayanti et al. (2015), menunjukkan bahwa 
kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan. 
 Penelitian ini menggunakan teori Perilaku Terencana untuk menjelaskan 
kepatuhan yang muncul dari kesadaran diri sendiri. Teori ini mejelaskan bahwa 
perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat yang terdiri dari keyakinan individu, 
keyakinan normatif (normative belief), dan keyakinan kontrol perilaku (control 
belief) (Ajzen, 1991). Perilaku kepatuhan wajib pajak merupakan cerminan dari 
kepercayaan atau penilaian seseorang terhadap pemahamannya mengenai pajak 
yang dibebankan kepadanya dan juga atas niat yang ditujukan untuk bersikap 
patuh. Dengan demikian, dalam diri seseorang terdapat pemahaman yang tinggi 
atas kebutuhan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pembangunan 
dan sebagai warga negara berniat untuk berpartisipasi. 
 Menurut teori Slippery Slope, kepatuhan wajib pajak didasarkan pada dua 
dimensi, yaitu kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak (Kirchler et al., 
2008). Penelitian yang menganalisis variabel kepercayaan berdasarkan teori 
Slippery slope belum banyak dilakukan di Indonesia. Ratmono (2014) 
menggunakan teori Slippery slope untuk menjelaskan kepatuhan sukarela dengan 
menggunakan variabel kepercayaan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela. Selain itu, 




terbukti berhasil mengurangi pengaruh audit pajak terhadap pajak sukarela. 
Penelitian ini bermaksud memberikan tambahan bukti empiris mengenai hal 
tersebut. 
 Berdasarkan kajian teori dan hasil dari penelitian terdahulu, maka dapat 
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 
H2: Kepercayaan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
3.2.3 Keadilan Pajak Memoderasi Pengaruh Kekuatan Otoritas Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
 Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan peraturan dan 
kebijakan perpajakan pada suatu negara adalah unsur keadilan. Keadilan dapat 
tercapai apabila dalam peraturan dan kebijakan perpajakan dicantumkan secara 
jelas dan pasti hak dan kewajiban wajib pajak dan pemungut pajak. Secara 
psikologis, masyarakat masih mengaggap bahwa pajak merupakan suatu beban 
(Kelliher, 2014). Oleh karena itu, masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa 
masyarakat tersebut mendapatkan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan 
pemungutan pajak. 
 Masyarakat di negara berkembang umumnya patuh untuk melaksanakan 
kewajiban perpajakannya karena adanya kekuatan atau wewenang otoritas pajak. 
Menurut teori Jera, bentuk-bentuk tekanan otoritas seperti denda yang berat, 
kemungkinan dilakukan pemeriksaan dan pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi 
dapat menumbuhkan kepatuhan. Begitu pula dengan bentuk kekuatan koersif dari 
otoritas pajak yang berupa rewards pajak dapat menumbuhkan kepatuhan wajib 
pajak. Wajib pajak patuh karena menghindari denda yang tinggi (Ratmono, 2014), 
menghindari pemeriksaan pajak (Khasanah et al., 2019), dan menghindari bentuk-




et al., (2019) juga memberikan bukti empiris bahwa denda/sanksi pajak tidak 
memiliki pengaruh terhadap kepatuhan sukarela. Demikian juga dengan penelitian 
yang dilakukan di beberapa negara maju, mulai menunjukkan bahwa faktor-faktor 
pencegah tidak konsisten memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Kirchler & 
Muehlbacher, 2010; Dijke dan Verboon, 2010; Muehlbacher et al., 2011; dan 
Kogler et al., 2013). 
 Pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan tambahan bukti empiris 
mengenai teori Slippery Slope dengan menempatkan keadilan pajak yang terdiri 
dari keadilan prosedural dan keadilan sistem pajak sebagai upaya memperkuat 
pengaruh kekuatan otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak yang 
dimaksudkan adalah seperti yang tertera dalam the Four maxims dari teori 
pengenaan pajak Smith (1776). Teori keadilan Rawls (1971) juga menekankan 
pentingnya keseimbangan pendistribusian hak dan kewajiban di dalam 
masyarakat. Menurut teori Slippery Slope, keadilan pajak sesungguhnya 
berkontribusi terhadap tumbuhnya kepercayaan. Dengan demikian, diprediksi 
keadilan pajak dapat memperkuat keputusan wajib pajak untuk bersikap patuh 
karena adanya bentuk-bentuk tekanan otoritas. Peneliti belum menemukan 
penelitian yang menyoroti efek keadilan pajak yang menggabungkan dimensi 
keadilan sistem perpajakan dan keadilan prosedural pada kekuatan otoritas dalam 
memengaruhi kepatuhan. Siahaan (2012) menggunakan keadilan pajak sebagai 
variabel yang langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. 
 Penelitian yang menghubungkan keadilan prosedural terhadap kepatuhan 
sukarela telah dilakukan oleh Djajanti et al. (2019), Gobena dan Dijke (2016), 
Ratmono (2014) dan Verboon dan Dijke (2011). Verboon dan Dijke (2011) 
menemukan bahwa sanksi yang berat lebih efektif meningkatkan kepatuhan 
dibandingkan dengan sanksi yang ringan hanya jika keadilan prosedural dianggap 




mengurangi bentuk-bentuk kekuatan otoritas. Gobena dan Dijke (2016) 
membuktikan bahwa keadilan prosedural juga dapat mendorong kepatuhan pajak 
sukarela ketika kekuatan legitimasi otoritas pajak rendah dan kekuatan koersif 
otoritas pajak tinggi. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Ratmono (2014) 
yang tidak dapat membuktikan efek keadilan prosedural pada denda pajak dalam 
memengaruhi kepatuhan sukarela. 
 Berdasarkan kajian teori dan hasil dari penelitian terdahulu, maka dapat 
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 
H3: Keadilan pajak memperkuat pengaruh positif kekuatan otoritas 
terhadap kepatuhan wajib pajak. 
3.2.4 Keadilan Pajak Memoderasi Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
 Wajib pajak merasa mempunyai hak yang sama dengan perlakuan yang 
sama dan tidak ada bedanya dengan wajib pajak lainnya, sehingga diperlukan 
pajak yang berkeadilan. Keadilan dapat tercapai apabila dalam peraturan dan 
kebijakan perpajakan dicantumkan secara jelas hak dan kewajiban wajib pajak dan 
pemungut pajak (Puspita et al., 2016). Wajib pajak dikenakan kewajiban 
membayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku 
sehingga sifatnya memaksa.  
 Di negara-negara berkembang memiliki tingkat kepercayaan terhadap 
otoritas pajak yang masih rendah sehingga unsur keadilan menjadi sangat penting 
(Batrencea et al., 2019). Dengan demikian, peneliti mencoba mengembangkan 
teori Slippery Slope dengan menempatkan keadilan pajak sebagai pemoderasi 
hubungan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan 
pajak ini diprediksi dapat memperkuat kepercayaan wajib pajak pada otoritas 




Slope, keadilan pajak sesuangguhnya berkontribusi untuk menumbuhkan 
kepercayaan yang pada akhirnya akan patuh dalam membayar pajak. 
 Keadilan pajak dalam penelitian ini dirumuskan dalam dua dimensi, yaitu 
keadilan sistem pajak dan keadilan prosedural. Keadilan sistem perpajakan terkait 
dengan keadilan atas implementasi peraturan dan kebijakan perpajakan yang 
ditetapkan oleh otoritas, seperti menyangkut keadilan penentuan tarif pajak, 
keadilan pengenaan pajak, keadilan pengenaan sanksi pajak, dan keadilan sistem 
pemungutannya (Syakura dan Baridwan, 2014). Keadilan prosedural terkait 
dengan pendistribusian hak dan kewajiban secara seimbang bagi setiap warga 
negara yang dicapai melalui prosedur yang tidak memihak. Di bidang perpajakan 
keadilan prosedural diimplementasikan pada pengambilan keputusan yang 
melibatkan kepentingan wajib pajak.  
 Peneliti belum menemukan penelitian yang menyoroti efek keadilan pajak 
pada kepercayaan wajib pajak dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun 
Dijke dan Verboon (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa keadilan 
prosedural dapat menumbuhkan efek sukarela terlebih pada warga masyarakat 
yang rendah kepercayaannya terhadap otoritas. Dijke dan Verboon (2010) dan 
Khasanah et al. (2019) menggunakan kepercayaan sebagai moderasi pada 
hubungan keadilan prosedural terhadap kepatuhan sukarela, hasilnya didukung. 
 Berdasarkan kajian teori dan hasil dari penelitian terdahulu, maka dapat 
dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 
H4: Keadilan pajak memperkuat pengaruh positif kepercayaan Wajib Pajak 







4.1 Jenis Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma 
positivis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor yang memengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan sebuah 
fenomena dan memprediksi faktor atau variabel apa saja yang memengaruhi 
kepatuhan wajib pajak. 
 Data penelitian diperoleh melalui metoda survei tipe confirmatory research 
yang didasarkan pada pengambilan data melalui kuesioner (Hartono, 2017:45). 
Data primer sebagai subjek penelitian adalah wajib pajak badan. Wajib pajak 
badan dipilih sebagai unit analisis penelitian karena perolehan pendapatan pajak 
dari setiap wajib pajak badan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan 
perolehan dari setiap wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, peningkatan 
kepatuhan wajib pajak badan dapat membantu otoritas pajak dalam memenuhi 
target penerimaan pajak yang dibebankan oleh pemerintah. 
4.2 Populasi dan Sampel 
 Populasi merupakan gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 
peristiwa yang menjadi pusat perhatian peneliti dan sampel merupakan bagian dari 
jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh elemen dari populasi (Hartono, 
2018:36). Populasi penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar sampai 
akhir tahun 2019 di KPP Pratama Samarinda Ilir yaitu berjumlah 16.351 wajib pajak 
badan. Jumlah wajib pajak badan tersebut terdiri 401 usaha industri, 10.068 usaha 
jasa, 5.560 usaha perdagangan, dan 322 usaha pertanian dan perkebunan. 
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 Unit analisis dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar sebagai 
wajib pajak badan di KPP Pratama Kota Samarinda Ilir. Dengan demikian, dalam 
menjelaskan perilaku atas kepatuhan wajib pajak badan diwakilkan oleh staf pajak 
atau staf yang bertugas menangani perpajakan perusahaan tersebut. Peneliti 
memilih unit analisis tersebut karena staf tersebut merupakan pelaku yang 
berkaitan dengan aktivitas perpajakan perusahaan. 
 Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 






n =  jumlah sampel 
N =  populasi 
e = margin of error sebesar 5% 
Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir, 
jumlah wajib pajak badan yang terdaftar sampai tahun 2019 sebanyak 16.351 
wajib pajak badan. Oleh karena itu, jumlah sampel untuk penelitian dengan margin 





n = 390,42 ≈ 390 
Dengan demikian, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 390 
wajib pajak badan. Adapun teknik penentuan sampelnya dilakukan seperti berikut 
ini. 
1. Menyusun identias wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama 
Samarinda Ilir. 
2. Wajib pajak diberikan nomor sesuai dengan susunan yang telah dibuat. 
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3. Nomor yang telah dibuat kemudian akan diacak atau diundi dengan 
menggunakan aplikasi random picker, sehingga didapatkan 390 wajib pajak 
badan yang menjadi responden. 
 
4.3 Teknik Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik survei. 
Responden yang terpilih sebagai sampel penelitian, yaitu staf pajak atau staf yang 
bertugas menangani perpajakan diminta pendapatnya atau persepsinya mengenai 
kepatuhan wajib pajak. Penelitian survei ini mengumpulkan informasi yang 
sistematis dari suatu entitas dengan tujuan untuk menyusun penggambaran 
secara kuantitatif atas sampel dari satu populasi (Groves et al, 2004). Kuesioner 
yang telah siap dilakukan pilot test terlebih dahulu.  
 Kuesioner pada penelitian ini dirancang dengan rujukan dari penelitian-
penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Kondisi sistem 
perpajakan di Indonesia yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 
sehingga kuesioner dari penelitian terdahulu yang meneliti tentang kepatuhan 
sukarela tidak digunakan dalam penelitian ini.  Kuesioner ini meliputi dua bagian. 
Pertama, pernyataan mengenai identitas responden. Kedua, pernyataan yang 
berkaitan dengan tujuan dari penelitian ini. Pernyataan-pernyataan yang diberikan 
kepada responden berkaitan dengan variabel-variabel pada penelitian, yaitu 
mengenai kepatuhan wajib pajak, kekauatan otoritas (terdiri dari dimensi skala 
kekuatan otoritas pajak, probabilitas terdeteksi, denda pajak, rewards pajak), 
kepercayaan wajib pajak dan keadilan pajak (terdiri dari dimensi sistem pajak, 
keadilan prosedural). 
 Kuesioner penelitian diadaptasi dari beberapa penelitian sebelumnya karena 
dinilai telah sesuai dengan variabel penelitian ini. Adaptasi dilakukan karena 
penelitian sebelumnya ada yang tidak melampirkan kuesionernya dalam jurnal 
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yang dipublish, namun sebetulnya item-item tersebut dibahas dalam jurnalnya 
(Muehlbacher, et al., 2011). Dengan demikian, peneliti perlu melakukan adaptasi 
terdapat item-item kuesioner agar sesuai dengan variabel pada penelitian ini. 
Meskipun peneliti melakukan adaptasi terhadap item-item kuesioner tersebut, 
peneliti berusaha memperoleh kepastian dari maksud peneliti sebelumnya atas 
item-item penelitiannya.  
 Langkah-langkah penyusunan kuesioner pada penelitian ini, yaitu: Pertama, 
referensi kuesioner berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 
Kedua, referensi kuesioner yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 
kembali diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan sekaligus dicocokkan dengan 
aslinya yang berbahasa Inggris untuk mendapatkan keyakinan bebas dari 
perbedaan arti atau makna atas penerjemahan yang sudah dilakukan sebelumnya. 
Terakhir, peneliti melakukan penyusunan terhadap item-item kuesioner sesuai 
dengan variabel-variabel penelitian. 
 Item kuesioner dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan enam 
skala.  Skala pada penelitian ini terdiri dari tidak setuju sangat (1) sampai setuju 
sangat (6). Peneliti menghilangkan skala netral (zero point) dengan tujuan untuk 
menghilangkan kategori undeciden dan central tendency effect (Hadi, 1991:19). 
Kategori undeciden berarti mempunyai arti ganda yang menunjukkan bahwa wajib 
pajak belum dapat memutuskan untuk memberikan jawaban yang pasti atau dapat 
dikatakan wajib pajak tidak bisa memilih antara setuju ataupun tidak setuju. 
Kondisi seperti ini sangat tidak diharap dalam suatu instrumen. Sementara itu, 
kategori central tendency effect dapat menghilangkan banyak data penelitian yang 
berdampak pada berkurangnya informasi yang dapat dijaring dari para responden. 




4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
 Penelitian ini mengidentifikasi pokok permasalahan dengan menggunakan 
konstruk-konstruk tertentu. Konstruk adalah variabel yang belum mempunyai nilai 
tertentu sehingga belum bisa digunakan dalam menganalisis karena belum terukur 
(Haryono dan Wardoyo, 2013). Variabel pada penelitian ini kemudian dijabarkan 
lebih lanjut menjadi dimensi dan elemen-elemen yang dapat diukur. Elemen-
elemen ini kemudian menjadi dasar untuk penyusunan kuesioner penelitian.  
 Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (kekuatan 
otoritas dan kepercayaan wajib pajak), variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), 
dan variabel moderasi (keadilan pajak). Pengukuran setiap variabel menggunakan 
skala interval dengan enam skala. Untuk kuesioner, ke enam skala memiliki arti 
(1) Tidak Setuju Sangat, (2) Tidak Setuju, (3) Tidak Setuju Agak, (4) Setuju Agak, 
(5) Setuju, dan (6) Setuju Sangat.  
4.4.1 Kepatuhan Wajib Pajak 
 Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan di mana wajib pajak memenuhi 
semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan, baik secara 
sukarela maupun dikarenakan adanya tuntutan peraturan perpajakan yang 
berlaku (Rustiyaningsih, 2011). Instrumen penelitian menggunakan instrumen dari 
beberapa penelitian sebelumnya, yaitu Kogler et al. (2013) dan Siglè et al. (2018) 

















Item Indikator dan Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak 
No. Indikator Pernyataan 
1. Keterpaksaan dalam membayar pajak 
karena adanya pemeriksaan yang 
dilakukan oleh aparat pajak. 
Saya membayar pajak karena aparat 
pajak kadang-kadang melakukan 
pemeriksaan. 
2. Keterpaksaan dalam membayar pajak 
karena adanya risiko untuk diperiksa 
Saya membayar pajak untuk menghindari 
risiko yang tinggi atas pemeriksaan oleh 
aparat pajak. 
3. Keterpaksaan dalam pembayaran 
pajak karena tidak tahu cara 
menghindari pajak tanpa ketahuan. 
Saya membayar pajak karena tidak tahu 
persis bagaimana cara menghindari 
pajak tanpa menarik perhatian aparat 
pajak. 
4. Pembayaran pajak merupakan suatu 
tindakan yang benar. 
Saya patuh dan melakukannya karena 
yakin bayar pajak merupakan hal yang 
benar. 
5. Kesadaran pembayaran pajak sebagai 
hal yang wajar untuk dilaksanakan. 
Bagi saya pembayaran pajak merupakan 
hal yang wajar untuk dilaksanakan. 
6. Kesadaran pembayaran pajak untuk 
membantu/mendukung pemerintah dan 
warga negara yang lain. 
Menurut saya, pembayaran pajak 
ditujukan untuk membantu/ mendukung 
pemerintah dan warga negara yang lain. 
7. Kesadaran pembayaran pajak 
meskipun tidak ada pemeriksaan. 
Saya patuh pajak bahkan jika tidak ada 
pemeriksaan. 
8. Kesadaran pembayaran pajak sebagai 
bentuk kewajiban seorang warga 
negara. 
Saya beranggapan bahwa pembayaran 
pajak adalah bagian dari tugas warga 
negara. 
 
4.4.2 Kekuatan Otoritas 
 Kekuatan otoritas pajak mencerminkan kemampuan untuk menekan wajib 
pajak agar patuh dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Variabel kekuatan otoritas pada penelitian ini terdiri dari empat dimensi, yaitu skala 
kekuatan otoritas pajak, probabilitas terdeteksi, denda pajak, dan rewards pajak. 
1. Skala Kekuatan Otoritas Pajak 
 Skala kekuatan otoritas pajak menunjukkan kekuatan otoritas yang dapat 
memaksa kepatuhan wajib pajak karena dimilikinya sumber daya tertentu. 
Kekuatan otoritas pajak menunjukkan kompetensi dan kapasitasnya dalam 
menangani kasus-kasus perpajakan yang terjadi, serta konsisten dalam 
melakukan perlawanan terhadap kejahatan pajak. Instrumen penelitian 
menggunakan instrumen dari penelitian sebelumnya, yaitu Muehlbacher et al. 
(2011). Tabel 4.2 menunjukkan indikator-indikator yang menjadi dasar 




Item Indikator dan Pernyataan Skala Kekuatan Otoritas Pajak 
No. Indikator Pernyataan 
1. Wewenang yang luas dapat memaksa 
kejujuran wajib pajak. 
Aparat pajak memiliki wewenang yang 
luas untuk memaksa warga negara agar 
bersikap jujur tentang pajak yang 
dibayarkan. 
2. Keahlian dalam mengungkapkan 
penghindaran pajak. 
Aparat pajak dapat mengungkapkan 
penghindaran pajak yang terjadi karena 
mempunyai keahlian dibidang perpajakan. 
3. Perlawanan yang efektif dan efisien 
terhadap kejahatan pajak. 
Aparat pajak memerangi kejahatan pajak 
dengan efektif dan efisien. 
2. Probabilitas Terdeteksi 
 Probabilitas terdeteksi adalah kemampuan otoritas dalam mendeteksi 
pelanggaran dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. 
Kemampuan ini merupakan kekuatan otoritas pajak yang dapat membuat wajib 
pajak menjadi patuh. Hal ini dikarenakan wajib pajak umumnya lebih menghindari 
untuk dilakukan pemeriksaan. Proses pembuktian dalam pemeriksaan 
memerlukan waktu, energi, dan sumber daya yang cukup besar dan otoritas pajak 
memiliki sarana prasana yang dapat membuktikan pelanggaran dan penggelapan 
pajak. Dengan demikian, wajib pajak umumnya lebih memilih menghindari 
pemeriksaan pajak. Instrumen penelitian menggunakan instrumen dari beberapa 
penelitian sebelumnya, yaitu Kogler et al. (2013), Siglè et al. (2018), dan Djajanti 
et al. (2019) yang diadobsi dari penelitian Wahl et al. (2010). Tabel 4.3 
menunjukkan indikator-indikator yang menjadi dasar penyusunan item-item 
pernyataan bagi responden. 
Tabel 4.3 
Item Indikator dan Pernyataan Probabilitas Terdeteksi 
No. Indikator Pernyataan 
1. Kemungkinan terdeteksi dengan cepat 
penggelapan pajak oleh aparat pajak. 
Kemungkinan besar aparat pajak dapat 
dengan cepat mendeteksi penggelapan 
pajak.  
2. Kemungkinan didapatkan wajib pajak 
yang tidak melaporkan 
penghasilannya. 
Aparat pajak akan mendapatkan dengan 
mudah peghasilan yang tidak sepenuhnya 
dinyatakan dalam SPT. 
3. Kesulitan untuk penghindaran pajak. Sangat sulit untuk menghindari pajak. 
4. Efektivitas pemberantasan kriminalitas 
pajak oleh aparat pajak. 
Otoritas pajak sangat efektif dalam 
memberantas kriminalitas pajak. 
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3. Denda Pajak 
 Denda pajak adalah kekuatan otoritas pajak untuk menghukum wajib pajak 
apabila melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Denda pajak ini termuat 
dalam ketentuan perpajakan sehingga mempunyai kekuatan hukum. Untuk 
memberikan efek jera atas ketidakpatuhan wajib pajak maka denda/sanksi yang 
ditetapkan cukup berat. Denda/sanksi yang ringan dapat berupa sanksi 
administrasi dan sanksi yang berat berupa sanksi pidana. Sanksi yang berat 
cenderung efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Hal ini dikarenakan sanksi 
yang berat merupakan sinyal bahwa keputusan otoritas tersebut telah 
mempresentasikan ketidaksetujuan moral masyarakat terhadap pelanggaran 
pajak (Ratmono, 2014). Instrumen penelitian menggunakan instrumen dari 
penelitian sebelumnya, yaitu Verboon dan Dijke (2011) yang diadobsi dari 
penelitian Wenzel (2004).Tabel 4.4 menunjukkan indikator-indikator yang menjadi 
dasar penyusunan item-item pernyataan bagi responden. 
Tabel 4.4 
Item Indikator dan Pernyataan Denda/Sanksi Pajak 
No. Indikator Pernyataan 
1. Pengenaan denda yang berat pada 
para pelanggar pajak. 
Denda terhadap pelanggar pajak cukup 
berat. 
2. Pengenaan hukuman yang berat pada 
para pelanggar pajak. 
Aparat pajak menghukum berat para 
pelanggar pajak. 
3. Pengenaan sanksi yang berat bila 
tertangkap. 
Jika saya tertangkap, sanksi yang akan 
saya terima cukup berat. 
4. Pemahaman konsekuensi hukum yang 
dihadapi bila tertangkap. 
Jika saya tertangkap, saya memahami 
kemungkinan konsekuensi hukum yang 
harus saya hadapi. 
4. Rewards Pajak 
 Rewards pajak adalah sesuatu yang diberikan oleh otoritas kepada 
pembayar pajak sebagai sebuah penghargaan bahwa pembayar pajak telah patuh 
kepada peraturan pajak. Otoritas pajak bukan hanya berupaya untuk 
meningkatkan kepatuhan pajak, namun juga berusaha untuk mengapresiasi wajib 
pajak yang telah patuh dengan memberikan penghargaan secara materiil ataupun 
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inmateriil (Brockmann et al, 2015). Peraturan Menteri Keuangan No. 
74/PMK.03/2012 menjelaskan rewards bagi pembayar pajak yang patuh, yaitu 
dengan menjadi pembayar pajak yang memiliki kriteria tertentu. Peraturan tersebut 
mengatur persyaratan dan kelebihan menjadi pembayar pajak dengan kriteria 
tertentu. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh 
otoritas pajak tersebut akan mendapatkan kemudahan dalam pengambilan 
kelebihan pembayaran pajak. Instrumen penelitian menggunakan instrumen dari 
penelitian sebelumnya, yaitu Khasanah et al. (2019) yang diadobsi dari penelitian 
Brockmann et al. (2013). Tabel 4.5 menunjukkan indikator-indikator yang menjadi 
dasar penyusunan item-item pernyataan bagi responden. 
Tabel 4.5 
Item Indikator dan Pernyataan Rewards Pajak 
No. Indikator Pernyataan 
1. Memberikan penghargaan kepada 
wajib pajak yang membayar pajak 
dengan jujur. 
Jika pembayar pajak membayar pajak 
dengan jujur, maka otoritas pajak akan 
memberikan penghargaan kepada wajib 
pajak. 
2. Memberikan hak istimewa kepada 
pembayar pajak yang jujur. 
Jika pembayar pajak membayarkan pajak 
dengan jujur, maka otoritas pajak akan 
memberikan hak istimewa pengembalian 
kelebihan pajak kepada wajib pajak. 
3. Memberikan fasilitas rewards kepada 
wajib pajak yang membayar pajak 
dengan jujur. 
Jika pembayar pajak membayar pajak 
dengan jujur, maka otoritas pajak akan 
memberikan fasilitas rewards kepada 
wajib pajak (sesuai dengan peraturan 
pajak yang berlaku). 
4. Memberikan kupon undian kepada 
wajib pajak yang jujur. 
Jika pembayar pajak membayar pajak 
dengan jujur, maka otoritas pajak akan 
memberikan kupon undian berhadiah 
kepada wajib pajak. 
 
4.4.3 Kepercayaan Wajib Pajak 
 Kepercayaan pajak adalah faktor psikologi pembayar pajak yang 
dipengaruhi oleh berbagai hal guna menyakinkan bahwa otoritas pajak akan 
menggunakan pajak yang  telah dibayarkan dengan baik sesuai dengan apa yang 
pembayar pajak harapkan. Kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak akan 
menimbulkan iklim yang sinergis (Kirchler, et al., 2008). Masyarakat akan patuh 
dan jujur dalam membayar pajak karena percaya pada otoritas pajak dan otoritas 
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pajak juga akan memberikan pelayanan terbaiknya bagi wajib pajak yang patuh 
dan jujur tersebut. Instrumen penelitian menggunakan instrumen dari beberapa 
penelitian sebelumnya, yaitu Gobena dan Dijke (2016) dan Khasanah et al. (2019) 
yang diadobsi dari penelitian Kastlunger et al. (2013). Tabel 4.6 menunjukkan 
indikator-indikator yang menjadi dasar penyusunan item-item pernyataan bagi 
responden. 
Tabel 4.6 
Item Indikator dan Pernyataan Kepercayaan Wajib Pajak 
No. Indikator Pernyataan 
1. Kompetensi aparat pajak. 
 
 
Aparat pajak memiliki kompetensi 
(pengetahuan dan keahlian teknis) yang 
baik di bidangnya. 
2. Transparansi pemanfaatan uang hasil 
pajak. 
Pemerintah telah bersifat transparan 
dalam pemanfaatan uang hasil pajak 
untuk pembiayaan pembangunan dan 
kegiatan pemerintahan. 
3. Manfaat dari kebijakan aparat pajak. Perusahaan dapat merasakan manfaat 
dari kebijakan aparat pajak. 
4. Kepercayaan wajib pajak pada aparat 
pajak atas kesulitannya. 
Pembayar pajak dapat berbicara dengan 
bebas kepada otoritas pajak tentang 
kesulitan yang dihadapi. 
5. Kepercayaan atas keputusan aparat 
pajak. 
Secara umum, keputusan aparat pajak 
dapat dipercayai. 
6. Kemampuan pengetahuan atas 
kelompok wajib pajak. 
Aparat pajak biasanya mengetahui apa 
yang terbaik untuk kelompok saya. 
 
4.4.4 Keadilan Pajak 
 Keadilan di bidang perpajakan menunjukkan perlakuan yang sama terhadap 
wajib pajak yang memiliki kedudukan ekonomi, pendapatan, dan kewajiban yang 
sama dikenakan pajak pada tarif yang sama. Prinsip keadilan menekankan bahwa 
individu harus dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan individu tersebut dan 
telah dijelaskan dalam hal keadilan horizontal dan vertikal (Faizal et al., 2017). 
Variabel keadilan pajak terdiri dari dua dimensi, yaitu keadilan sistem pajak dan 
keadilan prosedural. 
1.  Keadilan Sistem Pajak 
 Keadilan sistem pajak menempatkan rasa keadilan sebagai benefit principle 
dan ability to pay principle.  Benefit principle (prinsip manfaat) berarti pengenaan 
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pajak seharusnya didasarkan atas manfaat yang diperoleh wajib pajak dari 
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sementara itu, ability to pay principle 
(prinsip kemampuan untuk membayar) berarti pengenaan pajak didasarkan atas 
kemampuan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Adil di bidang perpajakan 
berarti memberikan perlakukan yang sama terhadap wajib pajak yang berada 
dalam situasi ekonomi yang sama serta membebankan pajak sesuai dengan 
kemampuan dan manfaat yang diterimanya. Instrumen penelitian menggunakan 
instrumen dari penelitian sebelumnya, yaitu Siahaan (2012) yang diadobsi dari 
penelitian Richardson (2006). Tabel 4.7 menunjukkan indikator-indikator yang 
menjadi dasar penyusunan item-item pernyataan bagi responden. 
Tabel 4.7 
Item Indikator dan Pernyataan Keadilan Sistem Pajak 
No. Indikator Pernyataan 
1. Keadilan tarif pajak. 
 
Pengenaan tarif pajak telah 
mencerminkan keadilan di dalam pajak. 
2. Keadilan sanksi pajak. Sanksi pajak yang dikenakan bagi 
pelanggar pajak sudah adil. 
3. Keadilan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak penghasilan di 
Indonesia sudah diatur secara adil. 
2. Keadilan Prosedural 
 Keadilan prosedural menempatkan hak dan kewajiban yang setara bagi 
setiap warganya. Keadilan prosuderal menunjukkan keadilan persepsian tentang 
prosedur yang digunakan untuk membuat keputusan. Prosedur dipersepsikan 
lebih fair apabila masyarakat diberikan kesempatan untuk menyuarakan 
pendapatnya dalam pengambilan keputusan otoritas dan ketika otoritas 
mengambil keputusan yang akurat tanpa mempertimbangkan kepentingan diri 
sendiri (Ratmono, 2014). Instrumen penelitian menggunakan beberapa instrumen 
dari penelitian sebelumnya, yaitu Djajanti et al. (2019) dan Khasanah et al. (2019) 
yang diadobsi dari penelitian Murphy (2004). Tabel 4.8 menunjukkan indikator-





Item Indikator dan Pernyataan Keadilan Prosedural 
No. Indikator Pernyataan 
1. Aparat pajak memiliki informasi yang 
valid untuk pengambilan keputusan. 
Aparat pajak dipastikan memiliki informasi 
yang diperlukan untuk pengambilan 
keputusan. 
2. Perlakuan yang sama terhadap wajib 
pajak oleh aparat pajak. 
Aparat pajak memperlakukan semua 
orang dengan cara yang sama. 
3. Tindakan yang akurat oleh aparat 
pajak. 
Aparat pajak bertindak secara akurat. 
4. Memberikan kesempatan kepada wajib 
pajak dalam mengemukakan 
pendapatnya 
Wajib pajak yang tidak setuju dengan 
aparat pajak diberi kesempatan untuk 
menjelaskan sudut pandang wajib pajak. 
5. Otoritas pajak bersikap netral atas 
kebijakan yang dibuat. 
Otoritas pajak berusaha untuk 
berkonsultasi dengan masyarakat tentang 
perubahan sistem perpajakan. 
 
4.5 Pengolahan Data 
 Pada penelitian ini analisis data dan pengujian hipotesis menggunakan 
Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software SmartPLS 2. PLS ini 
tepat digunakan untuk menganalisis penelitian yang bertujuan untuk memprediksi 
atau menjelaskan konstruk atau variabel laten yang menjadi target, melakukan 
perluasan terhadap teori yang ada serta merumuskan hubungan struktural dengan 
model yang cukup komplek (Sholihin dan Ratmono, 2013: 6-12). 
 Penelitian ini bermaksud memprediksi atau menjelaskan kepatuhan Wajib 
Pajak dari pengaruh variabel-variabel kekuatan otoritas, keadilan pajak dan 
kepercayaan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud 
mengembangkan teori slippery slope dengan menempatkan keadilan pajak 
sebagai variabel moderasi yang diprediksi dapat memengaruhi hubungan antara 
kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.  
 Model penelitian dalam penelitian disajikan melalui hubungan outer model 
dan inner model. Outer model menggambarkan pengaruh hubungan konstruk 
terhadap indikatornya. Persamaan model reflektif dalam outer model adalah 




 x = λxξ + δx    y = λyη + εy 
Keterangan: 
x = indikator dari variabel laten eksogen (ξ) 
y = indikator dari variabel laten endogen (η) 
λx =  loading faktor variabel laten eksogen 
λy = loading faktor variabel laten endogen 
ξ =  variabel laten eksogen 
η =  variabel laten endogen 
δx =  kesalahan pengukuran atau noise pada persamaan indikator variabel 
laten eksogen (ξ) 
εy =  kesalahan pengukuran atau noise pada persamaan indikator variabel 
laten eksogen (η) 
Berdasarkan konstruksi diagram jalur, persamaan dari outer model dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9. 
Tabel 4.9 
Persamaan Outer Model 




SKOP1 = λSKOP1SKOP + δ1  Keadilan 
Sistem Pajak 
(KSP) 
KSP1 = λKSP1KSP + δ22 
SKOP2 = λSKOP1SKOP + δ2  KSP2 = λKSP2KSP + δ23 
SKOP3 = λSKOP1SKOP + δ3  KSP3 = λKSP3KSP + δ24 
Probabilitas 
Terdeteksi (PT) 




KPL1 = λKPL1KPL + δ25 
PT2 = λPT2PT + δ5  KPL2 = λKPL2KPL + δ26 
PT3 = λPT3PT + δ6  KPL3 = λKPL3KPL + δ27 
PT4 = λPT4PT + δ7  KPL4 = λKPL4KPL + δ28 
Denda Pajak (DP) 
DP1 = λDP1DP + δ8  KPL5 = λKPL5KPL + δ29 




KPWP1 = λKS1KS + ε1 
DP3 = λDP3DP + δ10  KPWP 2 = λKS2KS + ε2 
DP4 = λDP4DP + δ11  KPWP 3 = λKS3KS + ε3 
Rewards Pajak 
(RP) 
RP1 = λRP1RP + δ12  KPWP 4 = λKS4KS + ε4 
RP2 = λRP2RP + δ13  KPWP 5 = λKS5KS + ε5 
RP3 = λRP3RP + δ14  KPWP 6 = λKS6KS + ε6 




KWP1 = λKWP1KWP + δ16  KPWP 8 = λKS8KS + ε8 
KWP2 = λKWP2KWP + δ17    
KWP3 = λKWP3KWP + δ18    
KWP4 = λKWP4KWP + δ19    
KWP5 = λKWP5KWP + δ20    
KWP6 = λKWP6KWP + δ21    
 
 Pada program PLS hubungan kausal antar konstruk (model struktural) 
ditunjukkan sebagai inner model. Persamaan inner model dalam penelitian ini 
digambarkan sebagai berikut (Ghozali & Latan, 2015: 10-11): 
 η1 = γ1ξ1 + γ2ξ2 + γ3ξ3 + ω1ξ1ξ3 + ω2ξ2ξ3 + ς2 
Keterangan: 
η1 : Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP) 
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γ : Koefisien yang menghubungkan konstruk eksogen pada konstruk 
endogen. 
ξ : Variabel laten eksgogen 
ω1; ω2 : Variabel moderasi keadilan pajak pada kekuatan otoritas pajak 
ω3; ω4 : Variabel moderasi keadilan pajak pada kepercayaan Wajib Pajak 
ς : Residual 
4.6 Analisis Data 
4.6.1  Analisis Deskriptif 
 Analisis deskriptif menjelaskan variabel-variabel penelitian. Dalam analisis 
ini dilakukan penyajian nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata data kuantitatif, 
dan standar deviasi dari variabel yang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini 
dapat menggambarkan variabel demografi termasuk penjelasan mengenai 
responden yang menjadi unit analisisnya. 
4.6.2 Uji Kualitas Data dengan Uji Outer Model 
 Kualitas data penelitian dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas pada 
instrumen penelitian. Instrumen dikatakan valid bila instrumen tersebut mampu 
mengukur variabel yang diteliti. Instrumen dikatakan reliabel bila atas pengukuran 
tersebut memberikan hasil yang konsisten (Ghozali dan Latan, 2015: 74-78). Uji 
validitas dan reliabilitas dalam program PLS disajikan sebagai uji outer model. 
1. Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk mengukur keabsahan atau kevalidan suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaaan kuesioner 
tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut (Hartono dan Abdilllah, 2009: 58). Uji validitas terdiri dari 2 
pengujian yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Sebelum 
menguji validitas konvergen, dilakukan pengujian nilai outer loading factor. 
Nilai outer loading factor >0,7, namun apabila skor indicator outer loading 
antara 0,4 - 0,7, indikator dapat dihapuskan hanya jika penghapusan 
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tersebut dapat meningkatkan nilai skor AVE dan CR. Setelah semua 
indikator memunuhi role of thumb uji outer loading factor, maka dapat 
dilakukan uji validitas konvergen. Validitas konvergen dapat dilihat 
berdasarkan nilai AVE yaitu >0,5. Untuk outer loading factor 0,6 masih bisa 
dipertahankan tetapi jika dibawah 0,5 harus dihapuskan. Selanjutnya, 
validitas diskriminan dilihat berdasarkan cross loading yakni loading indikator 
suatu konstruk harus lebih tinggi dari skor cross loading konstruk lainnya 
(Hair et al, 2017: 107). 
2. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas suatu kuesioner dilakukan untuk mengukur konsistensi 
jawaban responden terhadap pernyataan yang disajikan. Pengukuran 
reliabilitas dilakukan dengan menggunakan cronbach’s alpha dan composite 
reliability pada setiap instrumen dari variabel (Ghozali & Latan, 2015: 74-78). 
Jika nilai Cronbach’s alpha dan composite reliability >0,7 maka dapat 
dikatakan reliabel (Hair et al, 2017: 107). 
 Hubungan kausalitas konstruk dengan indikatornya pada Outer model dapat 
mencerminkan hubungan yang reflektif atau formatif. Tabel 4.10 menjelaskan 
parameter Outer model yang merupakan role of thumb indikator reflektif yang 












Role of Thumb Pengukuran Model Reflektif 





dan Cronbach Alpha 
Lebih dari 0,7 
Dalam penelitian 
eksploratoris, 0,60 – 0,70 





Lebih dari 0,7 
Jika skor indicator outer 
loading antara 0,4 - 0,7, 
indikator dapat dihapuskan 
hanya jika penghapusan 
tersebut dapat meningkatkan 
nilai skor AVE dan CR yang 
dipersyaratkan, yaitu AVE > 









Skor indikator outer loading suatu konstruk harus 
lebih tinggi dari skor cross loading konstruk 
lainnya dalam model tersebut. 
Akar AVE dan 
korelasi 
variabel laten 
Nilai akar AVE suatu konstruk harus lebih tinggi 
dari nilai akar AVE pada konstruk lainnya dalam 
model tersebut. Pada program PLS disediakan 
analisis discriminant Validity Fornell larker. 
Sumber: Hair et al. (2014: 107) 
4.6.3 Uji Inner Model 
Inner model adalah model struktural untuk memprediksi hubungan kausal antar 
variabel laten (Hartono dan Abdillah, 2009: 57). Model struktural PLS ini diuji 
dengan melakukan pengukuran R square dan Q square, dan effect size. Berikut 
adalah parameter pengukuran inner model dalam PLS (Sholihin dan Ratmono, 
2013: 16). 
1. R Square 
Nilai R square digunakan untuk mengukur tingkat variasi dari perubahan 
variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai R square menjelaskan 
seberapa besar variabel laten endogen dapat dipengaruhi oleh varibel laten 
eksogennya. R square yang bernilai 0,75; 0,50; dan 0,25 menunjukkan 






2. Q Square 
Nilai Q square mengindikasikan relevansi prediktif variabel laten eksogen 
pada variabel laten endogen. Nilai Q square yang lebih dari nol menunjukkan 
bahwa antara variabel laten eksogen dan variabel laten endogen terdapat 
relevansi prediktif. 
4.6.4 Model Pengujian Hipotesis 
 Pengujian hipotesis H1 sampai H4 dilakukan dengan menggunakan PLS. 
Pengujian H1 dan H2 merupakan pengujian pengaruh langsung tanpa moderasi, 
sedangkan pengujian H3 dan H4 merupakan uji efek moderasi. Batasan untuk 
menerima atau menolak signifikansi hipotesis dilihat dari nilai t-statistic. Jika 
hipotesis menggunakan one–tailed (satu arah) maka t-statistic harus >1,64. Hasil 
nilai t-statistic dapat dilihat pada tampilan output bootstraping. Jika nilai t-statistic 
>1,64 maka dapat dikatakan hipotesis diterima atau terdapat hubungan antar 
konstruk. Jika yang terjadi sebaliknya maka hipotesis ditolak. 
 Berikut uji hipotesis statistik penelitian: 
1. H1 : KO berpengaruh positif pada KPWP 
H0 : γ1 ≤ 0 
H1 : γ1 > 0 
2. H2 : KWP berpengaruh positif pada KPWP 
H0 : γ2 ≤ 0 
H2 : γ2 > 0 
3. H3 : KP memperkuat pengaruh positif KO pada KPWP 
H0 : ω1 ≤ 0 
H3 : ω1 > 0 
4. H4 : KP memperkuat pengaruh positif KWP pada KPWP 
H0 : ω2 ≤ 0 
H4 : ω2 > 0 
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4.7 Pilot Test 
 Pilot test dilakukan dengan tujuan untuk menguji validitas dan realibilitas 
instrumen penelitian. Pilot test dilakukan terhadap nonresponden, yaitu Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang berada di Kota Palu. Responden yang dipilih untuk pilot 
test ini tetap memerhatikan syarat pemilihan responden, yaitu Wajib Pajak yang 
aktif melakukan permbayaran pajak dan memiliki pemahaman yang baik tentang 
perpajakan yang berbeda hanya tidak memerhatikan lokasi yang dipersyaratkan 
dalam penelitian ini. Kuesioner disebarkan melalui google form dan terkumpulkan 
sebanyak 42 kuesioner dan keseluruhan kuesioner dapat diolah. Data kuesioner 
tersebut kemudian dianalisis dengan bantuan program statistik Partial Least 
Square (PLS) dengan software Smart-PLS 2. Model struktural untuk uji validitas 
dan reliabilitas pada pilot test dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut. 
Gambar 4.1  
Pengujian Validitas dan Reliabilitas Pilot Test  
 
 Penelitian ini mengukur validitas dan reliabilitas atas item indikator dari 
kepatuhan wajib pajak (KPWP), skala kekuatan otoritas pajak (SKOP), probabilitas 
terdeteksi (PT), denda pajak (DP), rewards pajak (RP), kepercayaan Wajib Pajak 
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(KWP), keadilan sistem pajak (KSP), dan keadilan prosedural (KPL). Tabel 4.11 
menunjukkan hasil uji outer loading pilot test. 
Tabel 4.11 
Hasil Pengukuran Outer Loading Pilot Test 
 DP KPL KPWP KSP KWP PT RP SKOP 
DP1 0,847        
DP2 0,836        
DP3 0,885        
DP4 0,885        
KPL1  0,777       
KPL2  0,614       
KPL3  0,816       
KPL4  0,774       
KPL5  0,662       
KPWP1   0,849      
KPWP2   0,841      
KPWP3   0,849      
KPWP4   0,841      
KPWP5   0,833      
KPWP6   0,833      
KPWP7   0,818      
KPWP8   0,820      
KSP1    0,886     
KSP2    0,914     
KSP3    0,637     
KWP1     0,735    
KWP2     0,896    
KWP3     0,894    
KWP4     0,839    
KWP5     0,936    
KWP6     0,899    
PT1      0,821   
PT2      0,821   
PT3      0,836   
PT4      0,836   
RP1       0,864  
RP2       0,887  
RP3       0,913  
RP4       0,881  
SKOP1        0,650 
SKOP2        0,981 
SKOP3        0,981 
Berdasarkan hasil uji outer loading pada tabel 4.11, item-item indikator 
menunjukkan nilai > 0,7 kecuali item KPL2, KPL5, KSP3, dan SKOP1, namun 
peneliti tidak menghapus konstruk tersebut karena nilai outer loadingnya masih 
>0,6. 
 Uji validitas pengukuran model reflektif dengan bantuan aplikasi program 
PLS dapat dilakukan melalui uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. 
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Tabel 4.12 menunjukkan nilai average variance extracted (AVE) yang merupakan 
hasil uji validitas konvergen. Nilai AVE menunjukkan >0,5 yang berarti telah sesuai 
degan role of thumb uji validitas konvergen. 
Tabel 4.12 
Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Pilot Test 
 AVE CR 
Cronbach’s 
Alpha 
Denda Pajak (DP) 
Keadilan Prosedural (KPL) 
Kepatuhan Wajib Pajak (KPWP) 
Keadilan Sistem Pajak (KSP) 
Kepercayaan Wajib Pajak (KWP) 
Probabilitas Terdeteksi (PT) 
Rewards Pajak (RP) 

























 Pengujian validitas diskriminan dilakukan melalui uji cross loading. Kriteria 
dalam cross loading adalah setiap indikator mengukur konstruknya harus 
berkorelasi lebih tinggi dibandingkan dengan konstruk lainnya. Tabel 4.13 
menunjukkan hasil uji cross loading setiap item indikator. Nilai loading factor ini 
menunjukkan nilai tertinggi bila dibandingkan dengan nilai loading factor item 
indikator dari variabel lainnya dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa item indikator dari variabel yang dituju tidak berkorelasi dengan item 



















Hasil Pengujian Cross Loading Pilot Test 
  DP KPL KPWP KSP KWP PT RP SKOP 
DP1 0,847 0,21 -0,191 0,320 0,082 0,393 0,000 0,577 
DP2 0,836 0,283 -0,23 0,349 0,094 0,299 0,091 0,498 
DP3 0,885 0,12 -0,163 0,137 0,012 0,453 -0,148 0,349 
DP4 0,885 0,12 -0,163 0,137 0,012 0,453 -0,148 0,349 
KPL1 0,345 0,777 0,331 0,692 0,624 0,133 0,246 0,210 
KPL2 0,199 0,614 -0,017 0,542 0,260 0,118 0,209 0,467 
KPL3 0,086 0,816 0,367 0,681 0,670 -0,229 0,078 0,332 
KPL4 0,023 0,774 0,371 0,523 0,799 -0,234 0,084 0,232 
KPL5 0,119 0,662 0,377 0,295 0,639 -0,065 0,054 0,129 
KPWP1 -0,287 0,383 0,849 0,250 0,553 -0,152 -0,008 -0,038 
KPWP2 -0,098 0,324 0,841 0,452 0,436 0,128 0,252 0,072 
KPWP3 -0,287 0,383 0,849 0,250 0,553 -0,152 -0,008 -0,038 
KPWP4 -0,098 0,324 0,841 0,452 0,436 0,128 0,252 0,072 
KPWP5 -0,114 0,311 0,833 0,507 0,417 0,102 0,174 0,079 
KPWP6 -0,114 0,311 0,833 0,507 0,417 0,102 0,174 0,079 
KPWP7 -0,329 0,282 0,818 0,210 0,475 -0,038 0,021 -0,152 
KPWP8 -0,073 0,281 0,820 0,408 0,496 0,200 0,292 0,008 
KSP1 0,261 0,624 0,387 0,886 0,569 0,125 0,304 0,400 
KSP2 0,323 0,762 0,412 0,914 0,654 0,101 0,167 0,346 
KSP3 0,066 0,455 0,268 0,637 0,276 0,083 0,191 0,316 
KWP1 0,087 0,647 0,446 0,666 0,735 -0,057 0,494 0,185 
KWP2 0,043 0,783 0,429 0,582 0,896 -0,195 0,142 0,207 
KWP3 0,134 0,72 0,584 0,650 0,894 -0,094 0,128 0,146 
KWP4 0,043 0,715 0,379 0,390 0,839 -0,145 0,174 0,238 
KWP5 0,064 0,728 0,504 0,565 0,936 -0,212 0,161 0,172 
KWP6 -0,043 0,688 0,582 0,448 0,899 -0,151 0,122 0,080 
PT1 0,302 -0,278 -0,140 -0,086 -0,380 0,821 0,094 0,180 
PT2 0,302 -0,278 -0,140 -0,086 -0,380 0,821 0,094 0,180 
PT3 0,456 0,142 0,193 0,288 0,102 0,836 0,076 0,382 
PT4 0,456 0,142 0,193 0,288 0,102 0,836 0,076 0,382 
RP1 -0,095 0,18 0,213 0,128 0,306 0,068 0,864 0,046 
RP2 -0,051 0,056 0,059 0,197 0,014 0,113 0,887 0,367 
RP3 -0,091 0,204 0,230 0,259 0,281 0,076 0,913 0,217 
RP4 0,048 0,237 0,104 0,343 0,245 0,099 0,881 0,207 
SKOP1 0,446 0,388 0,259 0,220 0,389 0,198 0,004 0,650 
SKOP2 0,492 0,336 -0,061 0,434 0,117 0,341 0,287 0,981 
SKOP3 0,492 0,336 -0,061 0,434 0,117 0,341 0,287 0,981 
 Pengujian reliabilitas dilakukan melalui pengujian internal consistency 
reliability untuk setiap variabel penelitian. Tabel 4.12 menunjukan bahwa setiap 
variabel telah lolos uji reliabilitas. Role of thumb pengujian internal consistency 
reliability adalah nilai composite reliabilitay (CR) dan Cronbach’s Alpha > 0,7. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
5.1 Profil Responden 
 Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak badan yang terdaftar di wilayah 
Samarinda Ilir. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang 
dibagikan secara langsung kepada responden maupun melalui link google form 
untuk memudahkan responden dalam mengisi kuesioner secara online. Pada 
awalnya peneliti melakukan penyebaran dengan mendatangi perusahaan secara 
langsung, namun dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan (terjadinya 
pandemi Covid-19) untuk terus dilakukan penyebaran langsung maka dari itu 
peneliti melakukan penyebaran dengan mengirimkan link google form melaui e-
mail perusahaan. Berikut ini tingkat pengembalian kuesioner pada pengumpulan 
data penelitian ini. 
Tabel 5.1 
Tingkat Pengembalian Kuesioner 
Keterangan Langsung Google Form Total 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % 
Kuesioner yang disebarkan 100 100% 290 100% 390 100% 
Kuesioner yang tidak kembali 32 32% 47 16,21% 79 20,26% 
Kuesioner yang kembali 68 68% 243 83,79% 311 79,74% 
Kuesioner yang tidak dapat diolah 0 0% 0 0% 0 0% 
Kuesioner yang diolah 68 68% 243 83,79% 311 79,74% 
 Karakteristik dari 311 responden ditunjukkan dalam tabel 5.2. Rata-rata 
responden berjenis kelamin pria, yakni sebesar 54,66% dan sisanya wanita 
sebesar 45,34%. Responden yang paling banyak berusia sekitar 26-30 tahun 
sebesar 32,15%, responden terbesar berikutnya berusia sekitar 31-35 tahun 
sebesar 30,87%. Pendidikan formal respon cukup tinggi, mayoritas responden 
telah lulus S1 sebesar 82,63%, bahkan ada yang telah lulus S2, yakni sebesar 
16,08% dan lulusan S3 sebesar 1,29%. Responden paling banyak memiliki 
pendidikan informal pajak Brevet A & B sebesar 47,91%, sedangkan selebihnya 
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Brevet A, B, & C sebesar 35,05%, Brevet C sebesar 10,61%, dan sedikit yang tidak 
memiliki pendidikan informal pajak, yakni sebesar 6,43%. Responden paling 
banyak memiliki jabatan sebagai staf pajak sebesar 35,69%, sedangkan 
selebihnya staf akuntansi sebesar 34,08%, staf keuangan 28,62%, dan jabatan 
yang tidak tertampung pada kelompok staf pajak, staf akuntansi, dan staf 
keuangan dimasukkan dalam kelompok lainnya sebesar 1,61%. 
Tabel 5.2 
Demografi Responden 
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 Responden paling banyak bekerja selama <5 tahun sebesar 54,34%, 
kemuadian 5-10 tahun sebesar 44,05%, dan paling sedikit >10 tahun sebesar 
1,61%. Bidang usaha terbesar responden, yaitu Jasa sebesar 73,31%, kemudian 
perdagangan 25,40%. Bidang usaha industri manufaktur tidak banyak hanya 
sebesar 1,29%. 
5.2 Statistik Deskriptif Jawaban Responden  
 Statistik deskriptif jawaban responden menunjukkan gambaran mengenai 
data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. 
Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran persepsi responden 
atas variabel penelitian. Kuesioner disajikan dalam enam skala pilihan responden 
untuk setiap pertanyaan yang diajukan. Hasil statistik deskriptif jawaban 
responden disajikan pada tabel 5.3. 
Tabel 5.3 
Statistik Deskriptif 
 N Min Maks Mean 
Std. 
Deviation 
Kepatuhan wajib Pajak (KPWP) 311 1 6 4,45 1,001 
Skala kekuatan otoritas pajak (SKOP) 311 1 6 4,41 1,071 
Probabilitas terdeteksi (PT) 311 1 6 4,26 1,374 
Denda pajak (DP) 311 1 6 4,27 1,343 
Rewards pajak (RP) 311 1 6 4,27 1,457 
Kepercayaan wajib pajak (KWP) 311 1 6 4,53 1,177 
Keadilan sistem pajak (KSP) 311 1 6 4,33 1,260 
Keadilan prosedural (KPL) 311 1 6 4,44 1,323 
 Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai indikator yang dioprasional 
dalam delapan item pernyataan. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 
statistik deskriptif dengan nilai skor minimum 1 dan skor maksimum 6. Nilai rata-
rata untuk konstruk kepatuhan wajib pajak sebesar 4,45. Hal ini memberikan 
gambaran bahwa responden memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.  
 Variabel kekuatan otoritas pada penelitian ini terdiri dari empat dimensi, yaitu 
skala kekuatan otoritas pajak, probabilitas terdeteksi, denda pajak, dan rewards 
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pajak. Dimensi skala kekuatan otoritas mempunyai indikator yang dioprasional 
dalam tiga item peryataan dan dimensi probabilitas terdeteksi, denda pajak, dan 
rewards pajak yang masing-masing mempunyai indikator yang dioprasional dalam 
empat item peryataan dengan nilai minimum 1 dan maksimum 6. Skala kekuatan 
otoritas memiliki nilai rata-rata 4,41 yang memberikan gambaran bahwa 
responden menyadari akan pentingnya peran kewenangan/kekuatan otoritas 
pajak dalam kepatuhan wajib pajak. Dimensi probabilitas terdeteksi memiliki nilai 
rata-rata 4,26 yang memberikan gambaran bahwa responden menyadari akan 
pentingnya peran kewenangan/kekuatan otoritas pajak dalam kepatuhan wajib 
pajak. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyadari akan kemungkinan 
terdeteksi oleh aparat pajak bila melakukan pelanggaran/penghindaran pajak. 
 Denda pajak dan rewards pajak memiliki nilai rata-rata 4,27 yang 
memberikan gambaran bahwa responden umumnya menyadari bahwa wajib pajak 
dapat dikenai denda apabila tidak patuh dalam pembayaran pajak. Selain itu, 
responden umumnya menyadari bahwa otoritas pajak akan memberikan suatu 
penghargaan kepada wajib pajak telah patuh terhadap peraturan pajak.
 Variabel kepercayaan wajib pajak direfreksikan dalam enam indikator yang 
dioprasionalkan dalam enam pernyataan dengan nilai skor minimum 1 dan skor 
maksimum 6. Konstruk kepercayaan wajib pajak memiliki nilai rata-rata 4,53 yang 
berarti responden menyakini bahwa tingkat kepercayaannya terhadap aparat 
pajak yang cukup tinggi. Responden setuju bahwa otoritas pajak akan 
menggunakan pajak yang telah dibayarkan dengan baik sesuai dengan apa yang 
pembayar pajak harapkan. 
 Variabel keadilan pajak pada penelitian ini terdiri dari dua dimensi, yaitu 
keadilan sistem pajak yang direfleksikan dalam tiga item pernyataan dan keadilan 
prosedural direfleksikan dalam lima item pernyataan. Dimensi keadilan sistem 
pajak dan keadilan prosedural memiliki nilai skor minimum 1 dan skor maksimum 
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6. Keadilan sistem pajak memiliki nilai rata-rata 4,33 yang memberikan gambaran 
bahwa responden umumnya setuju keadilan sistem pajak diperlukan dalam 
keberhasilan pemungutan pajak. Sementara itu, keadilan prosedural memiliki nilai 
rata-rata 4,44 yang memberikan gambaran bahwa responden umumnya setuju 
keadilan sistem pajak diperlukan dalam pemungutan pajak. 
 Semua kontruk dalam penelitian yang terdiri dari kepatuhan wajib pajak, 
kekuatan otoritas (skala kekuatan otoritas pajak, probabilitas terdeteksi, denda 
pajak, dan rewards pajak), kepercayaan wajib pajak, dan keadilan pajak (keadilan 
sistem pajak dan keadilan prosedural) memiliki nilai standar deviasi yang lebih 
kecil dari rata-rata yang menunjukkan bahwa data memiliki penyimpangan yang 
rendah. 
 
5.3 Evaluasi Model 
 Model penelitian ini terdiri  dari variabel kekuatan otoritas (KO), kepercayaan 
wajib pajak (KWP), keadilan pajak (KP), dan kepatuhan wajib pajak (KPWP). 
Kekuatan otoritas terdiri dari empat dimensi, yaitu skala kekuatan otoritas pajak 
(SKOP), probabilitas terdeteksi (PT), denda pajak (DP), dan rewards pajak (RP). 
Sementara itu, keadilan pajak terdiri dari dua dimensi, yaitu keadilan sistem pajak 
(KSP) dan keadilan prosedural (KPL). Pengujian dilakukan melalui dua tahap, 
yaitu uji outer model dan uji inner model. 
5.3.1 Uji Outer Model 
 Pengujian outer model atau measurement model meliputi validitas dan 
reliabilitas. Pengujian validitas dengan bantuan aplkasi program PLS dapat 
diketahui melalui uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Nilai uji 
validitas konvergen dapat diketahui dari nilai Average Variance Extracted (AVE). 
Pengujian validitas konvergen ini dilakukan setelah memastikan item indikator 
telah lolos uji outer loading. 
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 Item indikator yang nilai outer loadingnya < 0,4 dikeluarkan dari uji outer 
loading berikutnya (iterasi). Item yang nilai outer loadingnya antara 0,4 sampai 
dengan 0,7 akan dianalisis lebih lanjut dengan pertimbangan sebagai berikut, item 
akan dihapus bila penghapusan tersebut dapat meningkatkan nilai Average 
Variance Extracted (AVE) dan composite reliability (CR). Apabila penghapusan 
tidak meningkatkan nilai AVE dan CR, item tersebut tetap dipertahankan atau tidak 
dihapuskan (Sholihin dan Ratmono, 2013: 66). Lampiran 8 menunjukkan hasil uji 
outer loading awal sebelum dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui item-
item yang tidak memenuhi role of thumb pengujian outer loading. 
 Berdasarkan hasil uji outer loading, item-item indikator yang tidak memenuhi 
role of thumb uji outer loading dihapuskan. Skor outer loading antara 0,4 – 0,7 
dianalisis lebih lanjut apakah penghapusannya akan meningkatkan nilai AVE dan 
CR. Item indikator yang dihapuskan adalah KPWP1, KPWP2, dan KPWP8, 
kemudian dilakukan iterasi pengujian kembali sampai memenuhi persyaratan uji 
outer loading (lampiran 8). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korelasi 
indikator dengan variabelnya sudah cukup tinggi dan pengujian validitas dapat 
dilanjutkan ke tahap berikutnya. 
 Tabel 5.4 menunjukkan hasil pengujian validitas konvergen untuk seluruh 
variabel penelitian antara sebelum dilakukan penghapusan item indikator dan 
sesudah penghapusan (iterasi). Item Indikator yang tidak memenuhi role of thumbs 
loading factor dihapuskan pada running data yang pertama, kemudian dilakukan 
running data yang ke dua (iterasi). Pada running data yang ke dua (iterasi) ini 
seluruh item indikator dari seluruh variabel telah memenuhi persyaratan uji 







Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
  




 AVE CR 
Cronbach’s 
Alpha 
DP 0,741 0,919 0,879  0,741 0,919 0,741 
KPL 0,824 0,959 0,946  0,824 0,959 0,824 
KPWP 0,489 0,883 0,846  0,649 0,902 0,649 
KSP 0,875 0,955 0,929  0,875 0,955 0,875 
KWP 0,714 0,937 0,918  0,714 0,937 0,714 
PT 0,814 0,946 0,924  0,814 0,946 0,814 
RP 0,859 0,961 0,945  0,859 0,961 0,859 
SKOP 0,708 0,879 0,796   0,708 0,879 0,708 
Lihat Lampiran 7 dan Lampiran 9  
Uji validitas juga dapat dilakukan melalui uji validitas diskriminan. Validitas 
diskriminan menjelaskan tingkat pengukur konstruk yang berbeda seharusnya 
tidak berkorelasi tinggi. Dalam arti bahwa, nilai korelasi setiap indikator terhadap 
latennya harus lebih tinggi jika dibandingkan dengan variabel laten lainnya. Nilai 
loading factor seluruh item indikator telah menunjukkan 0,6 (sebagian besar nilai 
loading factor > 0,7), selain itu nilai loading factor pada item yang dituju juga 
menunjukkan nilai yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai loading factor 
item indikator dari variabel lainnya (lampiran 10). Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa item indikator dari variabel yang dituju tidak berkorelasi dengan 
item indikator dari variabel lainnya dalam model. 
 Uji reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrument layak digunakan 
apabila responden menjawab pernyataan dengan konsisten dan stabil. 
Pengukuran dilakukan dengan menggunakan cronbach’s apha dan composite 
reliability (CR). Bila nilai cronbach’s apha > 0,6 dan composite reliability (CR) > 
0,7, maka dapat disimpulkan item indikator penelitian telah reliabel. Berdasarkan 
Tabel 5.4 tampak bahwa seluruh item indikator pada pengujian outer model 
terakhir telah memenuhi role of thumb pengujian internal consistensy reliability, 
yaitu nilai cronbach’s apha > 0,6 dan composite reliability (CR) > 0,7. 
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5.3.2 Uji Inner Model 
 Pengujian inner model dapat digunakan untuk memprediksi hubungan 
kausal antar variabel dalam suatu model penelitian. Hubungan kausal antar 
variabel pada analasis berikut ini dijelaskan seperti tampak pada gambar 5.1. Hasil 
pengujian inner model ini dapat dilihat dari hasil output aplikasi program PLS pada 
nilai R-square (R2), nilai relevansi prediktif (Q2), dan nilai koefisien jalur dengan 
statistics t. Hubungan kausal antar variabel dalam penelitian ini dilakukan melalui 
analisis first order dan second order. Analisis first order untuk mengetahui korelasi 
antara variabel dengan variabel dimensinya, sedangkan analisis second order 
untuk melihat korelasi antara variabel utama penelitian.  
Gambar 5.1 
Model Struktural Akhir dengan nilai t-Statistics 
 
 Model penelitian first order dimaksudkan untuk melihat hubungan kausal 
antara variabel dimensi dengan variabel utamanya. Analisis first order ini dilakukan 
pada langkah pertama (one stage) analisis inner model. Koefisien Jalur dan t 
Statistics analisis first order ditunjukkan pada tabel 5.5, yaitu analisis yang 
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menunjukkan hubungan kausal antara variabel utama dengan variabel 
dimensinya. 
Tabel 5.5 
Koefisien Jalur Analisis First Order 
 Koefisien Jalur t Statistics Keputusan 
KO -> SKOP 
KO -> PT 
KO -> DP 
KO -> RP 
KP -> KSP 



















Lihat Lampiran 11 
 Berdasarkan hasil output analisis first order, seperti pada tabel 5.5 
menunjukkan bahwa kekuatan otoritas dan keadilan pajak sebagai variabel utama 
dapat dijelaskan oleh variabel dimensinya. Kekuatan otoritas (KO) memiliki empat 
variabel dimensi, yaitu skala kekuatan otoritas pajak (SKOP), denda pajak (DP), 
probabilitas terdeteksi (PT), dan rewards pajak (RP). Sementara itu, keadilan pajak 
(KP) memiliki dua variabel dimensi, yaitu keadilan sistem pajak (KSP) dan keadilan 
prosedural (KPL). Dengan demikian, terdapat pengaruh yang signifikan antara 
variabel dimensi dengan variabel utamanya. Kekuatan otoritas dan keadilan pajak 
dapat mewakili dimensinya, sehingga siap untuk dilakukan analisis berikutnya, 
yaitu second order. 
 Analisis second order dilakukan untuk melihat korelasi antar variabel utama 
penelitian. Kekuatan hubungan kausal antar variabel dalam penelitian dapat 
diketahui dari nilai R-square (R2) dan dapat dilakukan melalui Q-square predictive 
relevance (Q2) yang ditunjukkan pada tabel 5.6. 
Tabel 5.6 
Nilai R-Square dan Relevansi Prediktif 
 R2 Q2 
KPWP 0,543 0,345 
Lihat Lampiran 9 dan Lampiran 13 
Berdasarkan tabel 5.6 di atas menunjukkan nilai R2 sebesar 0,543 atau 54,3%. Hal 
ini berarti bahwa variabel eksogen kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak, 
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serta moderasi keadilan pajak pada kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib 
pajak dalam menjelaskan variabel endogen, yakni kepatuhan wajib pajak sebesar 
54,3%. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak ini dapat dijelaskan oleh variabel 
lainnya yang tidak dibahas dalam penelitian ini sebesar 45,7%. 
 Nilai relevansi prediktif (Q2) dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan 
prediktif variabel endogen. Pengujian relevansi prediktif ini dilakukan melalui 
prosedur blindfolding dalam aplikasi program PLS. Dari nilai relevansi prediktif 
pada tabel 5.6 menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki kemampuan 
prediktif sebesar 0,345 yang berarti antara variabel laten eksogen dan variabel 
laten endogen terdapat relevansi prediktif. 
 
5.4 Hasil Pengujian Hipotesis 
5.4.1 Pengujian Hipotesis Utama 
 Hubungan kausal langsung pada penelitian ini menjelaskan hubungan 
kausal antara variabel kekuatan otoritas (KO) dan kepercayaan wajib pajak (KWP) 
terhadap kepatuhan wajib pajak (KPWP). Tabel 5.7 menyajikan hasil uji pengaruh 
langsung. 
Tabel 5.7 
Hasil Uji Pengaruh Langsung 
 Koefisien Jalur t Statistics Keputusan 
KO -> KPWP 







Lihat Lampiran 12 
 Hipotesis 1 (H1) pada penelitian ini menyatakan bahwa kekuatan otoritas 
(KO) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KPWP). Hasil pengujian 
pada tabel 5.14 menunjukkan nilai t statistics sebesar 2,705 (>1,645), sehingga 
hipotesis 1 (H1) didukung. Dengan demikian, kekuatan otoritas terbukti 




 Hipotesis 2 (H2) menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak (KWP) 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (KPWP). Tabel 5.7 
menunjukkan hasil pengujian t statistics sebesar 2,199 (>1,645), sehingga H2 
didukung. Kepercayaan wajib pajak terbukti berpengaruh positif dengan nilai 
koefisien sebesar 0,846 terhadap kepatuhan wajib pajak. 
5.4.2 Pengujian Hipotesis Pengaruh Moderasi 
 Hubungan kausal moderasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk 
memprediksi adanya efek yang dapat memperkuat pengaruh kekuatan otoritas 
dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel moderasi 
pada penelitian ini adalah keadilan pajak. Tabel 5.8 menyajikan hasil pengujian 
pengaruh moderasi. 
Tabel 5.8 
Hasil Uji Pengaruh Moderasi 
 Koefisien Jalur t Statistics Keputusan 
KO*KP -> KPWP 





H3 Tidak Didukung 
H4 Didukung 
Lihat Lampiran 12 
 Hipotesis 3 (H3) pada penelitian ini menyatakan bahwa keadilan pajak 
memperkuat pengaruh positif kekuatan otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Hasil pengujian pada tabel 5.15 menunjukkan nilai t statistics sebesar 1,758 
(>1,645) dengan nilai koefisien -0,835. Nilai koefisien moderasi keadilan pajak 
terhadap pengaruh kekuatan otoritas dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan 
arah negatif, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan moderasi tersebut 
memperlemah. Dengan demikian, hipotesis 3 (H3) tidak didukung. Keadilan pajak 
tidak terbukti memperkuat pengaruh positif kekuatan otoritas terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Semakin tinggi interaksi keadilan pajak pada hubungan kausal antara 
kekuatan otoritas dengan kepatuhan wajib pajak maka semakin lemah pengaruh 
kekuatan otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 
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 Hipotesis 4 (H4) menyatakan bahwa keadilan pajak memperkuat pengaruh 
positif kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 5.8 
menunjukkan hasil pengujian t statistics sebesar 2,260 (>1,645), sehingga H4 
didukung. Keadilan pajak terbukti memperkuat pengaruh positif kepercayaan 
wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sebesar 1,102. 
Dengan demikian, semakin tinggi interaksi keadilan pajak pada hubungan kausal 
antara kepercayaan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak maka semakin kuat 
pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Tabel 5.9 
Jenis Efek Moderasi 













KP -> KPWP 0,756 3,063 
 KO*KP -> KPWP 







Lihat Lampiran 12 
 Tabel 5.9 menunjukkan pengaruh efek moderasi keadilan pajak pada 
hubungan kausal antara kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak (KP) memoderasi hubungan kausal antara 
kekuatan otoritas (KO) dengan kepatuhan wajib pajak (KPWP) dengan koefisien   
-0,835 (t statistics 1,758). Selain itu, hubungan kausal antara kepercayaan wajib 
pajak (KWP) terhadap kepatuhan wajib pajak (KPWP) yang dimoderasi oleh 
keadilan pajak (KP) dapat dibuktikan dengan nilai koefisien sebesar 1,102 (t 
statistics 2,260). Hubungan moderasi tersebut dikategorikan sebagai quasi 
moderasi. Sebagai quasi moderasi, keadilan pajak dalam berinteraksi pada 
kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
berperan sebagai variabel moderasi dan sekaligus berperan sebagai variabel 















































1,102 2,260 Didukung 
 
 
5.5 Diskusi Hasil Pengujian Hipotesis 
5.5.1 Pengaruh Kekuatan Otoritas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1) 
 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menemukan bukti empiris bahwa 
kekuatan otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
berarti bahwa semakin tinggi kekuatan otoritas maka semakin tinggi pula 
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Kogler et al. (2013), Gangl et al. (2015), Gobena dan Dijke (2016), 
dan Batrancea et al (2019). 
 Kogler et al. (2013) yang melakukan penelitian eksperimen di negara Rusia, 
Austria, Hongaria, dan Romania menjunjukkan kepatuhan pajak pada warga 
masyarakat di negara-negara tersebut terjadi karena adanya tekanan dari otoritas. 
Wajib pajak yang mempunyai persepsi bahwa otoritas pajak memiliki kekuatan 
yang cukup, tidak dapat dengan mudah dipermainkan oleh wajib pajak yang 
berniat melakukan pelanggaran perpajakan. Selain itu, wajib pajak beranggapan 
bahwa otoritas pajak yang memiliki kompetensi yang cukup di bidang perpajakan 
akan menjalankan tugasnya dengan lebih baik. 
 Gangl et al. (2015) menemukan bahwa kekuatan otoritas dapat menegakkan 
kepatuhan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wajib pajak menganggap 
otoritas memiliki kewenanngan dan kemampuan untuk mendeteksi dan 
menghukum penghindaran pajak, sehingga kepatuhan akan terjadi. Pada 
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penelitian yang dilakukan oleh Gobena dan Dijke (2016) membuktikan bahwa 
kekuatan koersif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula 
dengan penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Batrancea et al. (2019) di 44 
negara yang berbeda sistem perpajakannya. Hasilnya menunjukkan bahwa 
kekuatan otoritas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi 
penggelapan pajak. 
 Teori Jera menjelaskan bahwa perilaku seseorang didasarkan pada 
pemikirannya yang logis atas manfaat, biaya dan risiko dari tindakan yang dipilih. 
Bentuk-bentuk tekanan dari otoritas dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak 
yang berniat untuk melakukan penghindaran pajak atau tidak melaksanakan 
kewajiban perpajakannya. Bentuk-bentuk kekuatan otoritas pajak yang dianalisis 
dalam penelitian ini terdiri dari skala kekuatan otoritas pajak, probabilitas 
terdeteksi, denda pajak, dan rewards pajak.  
 Skala kekuatan otoritas pajak menunjukkan kompetensi dan kapasitas 
dalam menangani kasus-kasus perpajakan dan konsisten dalam melakukan 
perlawanan terhadap kejahatan pajak. Penelitian yang dilakukan di Indonesia juga 
membuktikan bahwa skala kekuatan/wewenang otoritas dapat meningkatkan 
kepatuhan sukarela (Djajanti et al., 2019). Demikian pula dengan probabilitas 
terdeteksi yang merupakan salah satu bentuk tekanan dari otoritas pajak. 
Kemampuan otoritas dalam mendeteksi pelanggaran dan penggelapan pajak yang 
dilakukan wajib pajak membuat wajib pajak menjadi patuh. 
 Pihak-pihak otoritas pajak memiliki cara-cara tertentu untuk mencegah 
terjadinya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak. Aspek pencegahan 
berupa denda/sanksi pajak dilakukan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan 
perpajakan karena takut mendapatkan hukuman. Selain itu, pencegahan juga 
dilakukan dengan memberikan penghargaan/rewards kepada wajib pajak yang 
patuh sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Otoritas pajak bukan hanya 
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berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, namun juga berusaha untuk 
mengapresiasi wajib pajak yang telah patuh dengan memberikan penghargaan 
secara materiil ataupun inmateriil (Brockman et al., 2015). 
 Hasil penelitian ini konsisten dengan teori Slippery Slope yang menjelaskan 
bahwa kekuatan otoritas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena 
wajib pajak merasa otoritas menjalankan tugasnya dengan baik apabila memiliki 
kewenangan yang cukup. Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa 
wajib pajak badan di Kota Samarinda patuh dalam membayar pajak karena melihat 
tingkat kewenangan yang dimiliki oleh otoritas pajak, takut terdeteksi apabila 
melakukan pelanggaran pajak, takut dikenai denda, dan patuh karena ada rewards 
yang diberikan oleh otoritas apabila wajib pajak melaksanakan kewajiban 
perpajakannya.  
5.5.2 Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
(H2) 
 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menemukan bukti empiris bahwa 
kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal 
ini berarti bahwa semakin tinggi kepercayaan wajib pajak maka semakin tinggi pula 
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Muehlbacher, et al. (2011), Kogler et al. (2013), Ratmono (2013), 
Damayanti et al. (2015), dan Khasanah et al. (2019). 
 Muehlbacher, et al. (2011) dalam penelitiannya yang dilakukan di tiga negara 
yang berbeda sistem perekonomian dan sistem perpajakaan, yaitu Austria, Inggris, 
dan Republik Ceko menunjukkan bahwa kepercayaan pada otoritas merupakan 
prediktor terkuat untuk kepatuhan wajib pajak. Demikian pula dengan penelitian 
yang dilakukan Kogler, et al. (2013) di empat empat negara yang berbeda budaya 
dan ekonominya, yaitu Negara Austria, Hongaria, Romana, dan Rusia. Hasil 
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penelitiannya menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang memiliki 
kepercayaan yang rendah menunjukkan niat yang rendah pula untuk patuh. 
Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Ratmono (2013) dan Damayanti et al. 
(2015) menunjukkan bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Khasanah et al. (2019) meneliti kepercayaan sebagai variabel 
moderasi yang membuktikan bahwa kepercayaan pada otoritas pajak berhasil 
mengurangi pengaruh audit pajak terhadap pajak sukarela. 
 Kepercayaan sejatinya muncul dari dalam diri seseorang, sehingga 
memunculkan kesadaran. Teori Perilaku Terencana menjelaskan bahwa perilaku 
seseorang dipengaruhi oleh niatnya, yaitu keyakinan individu, keyakinan normatif, 
dan keyakinan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Perilaku kepatuhan wajib pajak 
merupakan cerminan dari kepercayaan atau penilaian seseorang terhadap 
pemahamannya mengenai pajak yang dibebankan kepadanya dan juga atas niat 
yang ditujukan untuk bersikap patuh. Dengan demikian, dalam diri seseorang 
terdapat pemahaman yang tinggi atas kebutuhan dana yang diperlukan 
pemerintah untuk membiayai pembangunan dan sebagai warga negara berniat 
untuk berpartisipasi. 
 Hasil penelitian ini mendukung teori Slippery Slope yang menyatakan bahwa 
kepatuhan membutuhkan kepercayaan. Teori ini menjelaskan bahwa kepercayaan 
wajib pajak pada otoritas pajak dapat menciptakan iklim sinergistik. Wajib pajak 
akan patuh dan jujur dalam membayar pajak karena telah percaya bahwa otoritas 
pajak memberikan pelayanan terbaiknya bagi wajib pajak yang patuh dan jujur. 
Kepercayaan pada otoritas pajak merupakan variabel psikologi yang bukan hanya 
mampu meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tetapi juga mampu memelihara 
kepatuhan pajak (Kirchler et al., 2008). Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat 
disimpulkan bahwa wajib pajak badan di Kota Samarinda telah memiliki 
kepercayaan terhadap otoritas pajak mengenai pengalokasian dana yang wajib 
76 
 
pajak bayarkan. Wajib pajak tersebut percaya bahwa uang dari pembayaran pajak 
digunakan sebaik mungkin dan otoritas pajak akan memberikan pelayanan terbaik. 
5.5.3 Pengaruh Keadilan Pajak Pada Hubungan Kekuatan Otoritas Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak (H3) 
 Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa H3 tidak didukung. Hasil 
penelitian menemukan bukti empiris bahwa keadilan pajak memperlemah 
pengaruh positif kekuatan otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gobena dan Dijke (2016) dan 
Verboon dan Dijke (2011). Akan tetapi, hasil tersebut sejalan dengan penelitian 
Djajanti et al. (2019) yang menyatakan bahwa interaksi keadilan pajak dapat 
mengurangi bentuk-bentuk kekuatan otoritas tersebut dalam mendapatkan 
kepatuhan. 
 Awalnya peneliti menduga bahwa implementasi pajak yang berkeadilan 
dapat memperkuat pengaruh positif kekuatan otoritas terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Verboon dan Dijke (2011) menemukan 
bahwa sanksi yang berat lebih efektif meningkatkan kepatuhan dibandingkan 
dengan sanksi yang ringan hanya jika keadilan prosedural dianggap tinggi. 
Penelitian yang dilakukan oleh Gobena dan Dijke (2016) membuktikan bahwa 
keadilan prosedural juga dapat mendorong kepatuhan pajak sukarela ketika 
kekuatan legitimasi otoritas pajak rendah dan kekuatan koersif otoritas pajak 
tinggi. 
 Pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas equality, 
certainty, convenience, dan economy. Asas equality atau keadilan didasarkan 
pada pemungutan pajak yang dilakukan secara adil dan mereta serta dikenakan 
sebanding dengan kemampuan warga masyarakat. Asas certainity atau kepastian 
hukum dalam pemungutan pajak sedikitnya mengandung unsur-unsur, seperti 
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siapa yang harus membayar pajak, apa yang dikenakan pajak, dan berapa 
besarnya pajak yang harus dibayar, kapan harus dibayar, dan bagaimana cara 
pembayarannya. 
 Pengenaan pajak menurut asas convenience hendaknya dilakukan dengan 
kemudahan/kenyamanan bagi setiap wajib pajak, misalnya pajak penghasilan 
dikenakan pada saat wajib pajak menerima penghasilan, yaitu pada saat wajib 
pajak mampu membayar pajak. Asas economy dalam pemungutan pajak 
dimaksudkan agar biaya pemungutan pajak baik bagi otoritas pajak (collection 
cost) maupun bagi wajib pajak (compliance cost) hendaknya seminimal mungkin 
sehingga tidak melebihi penerimaan pajak itu sendiri.  
 Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Slippery Slope. Keadilan pajak 
nyatanya dapat memperlemah hubungan kausal antara kekuatan otoritas dengan 
kepatuhan wajib pajak. Pajak yang berkeadilan dapat menurunkan kekuatan atau 
kewenangan otoritas dalam mendapatkan kepatuhan. Sistem pajak dan prosedur 
yang adil tidak mampu mendorong wajib pajak untuk mempertimbangkan bahwa 
otoritas memiliki kemampuan dan kompeten dalam menangani kasus-kasus 
perpajakan, serta dapat menghargai wajib pajak yang patuh dengan memberikan 
rewards, sehingga tidak membuat wajib pajak tersebut mengambil keputusan 
untuk bersikap patuh. Hal ini berarti mayoritas wajib pajak, khususnya di KPP 
Pratama Samarinda Ilir memiliki  memiliki persepsi tentang keadilan yang berbeda 
dengan otoritas pajak. Otoritas pajak dalam melaksanakan wewenangnya merasa 
telah adil dalam artian melakukan pengenaan tarif, sanksi, sistem perpajakan, dan 
pelaksanaannya telah mempertimbangkan wajib pajak, tetapi wajib pajak merasa 
hal itu tidak cukup untuk bersikap patuh. 
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5.5.4 Pengaruh Keadilan Pajak Pada Hubungan Kepercayaan Wajib Pajak 
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H4) 
 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menemukan bukti empiris bahwa 
keadilan pajak memperkuat pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Di negara-negara berkembang memiliki tingkat kepercayaan terhadap 
otoritas pajak yang masih rendah sehingga unsur keadilan menjadi sangat penting 
untuk mendorong wajib pajak agar patuh (Batrencea et al., 2019). Wajib pajak 
merasa mempunyai hak yang sama dengan perlakuan yang sama dan tidak ada 
bedanya dengan wajib pajak lainnya, sehingga diperlukan pajak yang berkeadilan. 
 Bentuk-bentuk keadilan yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari 
keadilan sistem pajak dan keadilan prosedural. Keadilan sistem perpajakan terkait 
dengan keadilan atas implementasi peraturan dan kebijakan perpajakan yang 
ditetapkan oleh otoritas, seperti menyangkut keadilan penentuan tarif pajak, 
keadilan pengenaan pajak, keadilan pengenaan sanksi pajak, dan keadilan sistem 
pemungutannya. Pelaksanaan keadilan sistem pajak ini didasarkan pada asas 
manfaat, asas kemampuan membayar, dan memberikan perlakuan yang sama 
bagi wajib pajak yang berada dalam situasi yang sama.  Keadilan prosedural 
terkait dengan pendistribusian hak dan kewajiban secara seimbang bagi setiap 
warga negara yang dicapai melalui prosedur yang tidak memihak. Di bidang 
perpajakan keadilan prosedural diimplementasikan pada pengambilan keputusan 
yang melibatkan kepentingan wajib pajak. 
 Peneliti belum menemukan penelitian yang menyoroti efek keadilan pajak 
pada kepercayaan wajib pajak dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dijke 
dan Verboon (2010) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa keadilan 
prosedural dapat menumbuhkan efek sukarela terlebih pada warga masyarakat 
yang rendah kepercayaannya terhadap otoritas. Dijke dan Verboon (2010) dan 
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Khasanah et al. (2019) menggunakan kepercayaan sebagai moderasi pada 
hubungan keadilan prosedural terhadap kepatuhan sukarela, hasilnya didukung. 
 Berdasarkan teori Slippery Slope, keadilan pajak sesuangguhnya 
berkontribusi untuk menumbuhkan kepercayaan yang pada akhirnya akan patuh 
dalam membayar pajak. Kepecayaan terhadap otoritas pajak mempunyai sebuah 
peran penting mengapa keadilan prosedural mendorong kepatuhan masyarakat 
dalam membayar pajak (Mahadianto et al., 2017). Dengan penerapan sistem pajak 
dan prosedural yang adil akan menambah kepercayaan wajib pajak terhadap 
otororitas. Wajib pajak percaya bahwa otoritas pajak dalam melaksanakan aturan 




SIMPULAN DAN KETERBATASAN 
 
6.1 Simpulan 
 Penelitian ini menguji pengaruh kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta efek moderasi keadilan pajak pada 
kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Sampel penelitian diperoleh melalui metode simple random sampling dari wajib 
pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir.  
 Hasil penelitian ini mendukung dan memberikan tambahan bukti empiris 
terkait teori Slippery Slope. Kepatuhan pajak didasarkan pada kekuatan otoritas 
dan kepercayaan wajib pajak. Semakin tinggi kekuatan yang dimiliki otoritas pajak 
dan kepercayaan wajib pajak akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh 
atau memenuhi segala bentuk kewajiban perpajakannya. Berbagai bentuk 
tekanan yang diberikan oleh pihak berwenang dapat menjadi pencegah bagi wajib 
pajak yang berniat menghindari pajak atau tidak melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Bentuk kekuatan otoritas pajak yang dianalisis dalam penelitian ini 
meliputi skala kekuatan otoritas pajak, probabilitas terdeteksi, denda pajak, dan 
rewards pajak. Wajib pajak meyakini bahwa otoritas pajak yang memiliki 
kemampuan yang memadai tidak akan mudah tertipu oleh Wajib Pajak yang 
berniat melakukan pelanggaran perpajakan. Selain itu, wajib pajak meyakini 
bahwa otoritas pajak dengan kapabilitas yang memadai di bidang perpajakan akan 
menjalankan tugasnya dengan lebih baik. 
 Wajib pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada otoritas yang tinggi 
akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh dan jujur 
dalam membayar pajak karena yakin bahwa otoritas pajak akan memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak yang patuh dan jujur. Oleh karena itu, 
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penting bagi otoritas pajak untuk berupaya meningkatkan kepercayaan wajib 
pajak, namun dalam penelitian ini keadilan pajak tidak terbukti dapat memperkuat 
pengaruh kekuatan otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak 
nyatanya dapat memperlemah hubungan kausal antara kekuatan otoritas dalam 
memengaruhi kepatuhan. 
 Penelitian ini juga memberikan tambahan bukti empiris bahwa keadilan 
pajak memperkuat pengaruh kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini 
berarti semakin tinggi interaksi keadilan pajak pada hubungan kausal antara 
kepercayaan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak, maka semakin kuat 
pengaruh kepercayaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Di negara 
berkembang, tingkat kepercayaan terhadap otoritas pajak masih rendah, oleh 
karena itu unsur keadilan sangat penting untuk mendorong wajib pajak mematuhi 
peraturan perpajakan. 
 
6.2 Implikasi Penelitian 
6.2.1 Implikasi Teoritis 
 Hasil penelitian ini memberikan tambahan bukti empiris terkait dengan teori 
yang digunakan. Penelitian ini membuktikan bahwa wajib pajak badan terbukti 
patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena ada efek jera dari 
bentuk-bentuk tekanan otoritas yang diberikan. Menurut teori Jera, bentuk tekanan 
dari otoritas pajak dapat menumbuhkan kepatuhan pajak. Wajib pajak dalam 
menentukan keputusannya didasarkan pada pemikiran yang logis dengan 
memperhatikan manfaat, biaya, dan resiko yang dihadapi apabila berniat 
menghindari pajak. Wajib pajak akan menghindari risiko pelanggaran pajak 




 Penelitian ini juga mendukung teori Perilaku Terencana yang menyatakan 
bahwa kepatuhan seseorang muncul dari diri sendiri. Rasa percaya kepada 
otoritas pajak yang muncul dari diri wajib pajak itu sendiri akan membuat wajib 
pajak melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. Wajib pajak telah percaya kepada otoritas bahwa dana yang mereka 
berikan akan dipergunakan sebaik mungkin.  
 Hasil penelitian ini juga mendukung teori Slippery Slope. Teori tersebut 
menjelaskan bahwa kepatuhan pajak didasarkan pada dua dimensi yang saling 
berkaitan, yaitu kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak. Kekuatan  otoritas 
dan kepercayaan dapat meningkatkan perilaku patuh wajib pajak. Otoritas pajak 
memiliki wewenang untuk membuat wajib pajak patuh dan wajib pajak yang telah 
memiliki kepercayaan yang cukup akan dengan sukarela melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Selain itu, dengan menempatkan keadilan pajak sebagai 
pemoderasi maka dapat memberikan tambahan bukti empiris bahwa pajak yang 
berkeadilan dapat memperkuat hubungan kausal antara variabel kepercayaan 
dengan kepatuhan wajib pajak. Namun, pajak yang berkeadilan tidak dapat 
memperkuat hubungan kausal antara variael kekuatan otoritas dengan kepatuhan 
wajib pajak. Keadilan pajak justru dapat memperlemah pengaruh positif kekuatan 
otoritas terhadap kepatuhan wajib pajak. 
6.2.2 Implikasi Praktik 
 Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada otoritas pajak tentang 
pentingnya kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak dalam menumbuhkan 
kepatuhan wajib pajak. Kekuatan otoritas dalam menangani kasus-kasus 
perpajakan dapat memberikan gambaran kepada wajib pajak bahwa otoritas 
memiliki kemampuan dan kompeten dalam melaksakan tugasnya. Wajib pajak 
merasa otoritas yang memiliki ketegasan, kompetensi, dan keberanian dalam 
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melakukan pemungutan pajak tidak dapat dipermainkan oleh wajib pajak yang 
ingin melakukan penghindaran atau pelanggaran pajak. Selain itu, pemberian 
rewards kepada wajib pajak yang patuh juga merupakan salah satu bentuk 
penghargaan yang diberikan otoritas kepada wajib pajak. Wajib pajak merasa 
dihargai atas keputusan yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut. 
 Hasil penelitian ini memberikan pandangan bahwa kepercayaan dari wajib 
pajak juga diperlukan untuk tercapainya kepatuhan pajak, sehingga wajib pajak 
maupun otoritas pajak perlu meningkatkan rasa saling percaya. Kepercayaan 
menciptakan suasana yang sinergis antara wajib pajak dan otoritas pajak. Wajib 
pajak yang memiliki kepercayaan kepada otoritas akan menyadari pentingnya 
melakukan pembayaran pajak. Wajib Pajak atas dasar kesadaran dirinya akan 
patuh dan tidak berniat melakukan pelanggaran perpajakan karena telah 
menyadari dan percaya bahwa uang yang dibayarkan akan dipergunakan untuk 
kepentingan negara. 
6.3 Keterbatasan dan Saran Penelitian Mendatang 
 Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam melaksanakan penelitian. 
Keterbatasan penelitian ini terdapat pada penyebaran dan pengembalian 
kuesioner. Penyebaran dan pengembalian kuesioner ini belum optimal dan 
sepenuhnya kembali sesuai dengan jumlah minimal responden dikarenakan 
penelitian dilakukan ditengah masa pandemi covid-19. Berdasarkan keterbatasan 
tersebut, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu 
peneliti sebaiknya mengoptimalkan dan menfokuskan penyebaran secara online, 
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Bapak/Ibu responden yang terhormat, 
Saya Annisa Geograf Puspita mahasiswi Program Magister Akuntansi (PMA) di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saat ini saya sedang 
mengadakan penelitian mengenai "Pengaruh Kekuatan Otoritas dan Kepercayaan 
Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi oleh Keadilan Pajak". 
Sehubungan dengan itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi 
responden penelitian saya ini. Kesuksesan penelitian ini sangat bergantung pada 
kerelaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini. Apapun jawaban yang dipilih oleh 
Bapak/Ibu tidak ada yang salah. Selanjutnya, saya pastikan bahwa jawaban 
Bapak/Ibu dijamin kerahasiaannya. Atas perhatian dan waktu yang Bapak/Ibu 




Annisa Geograf Puspita 
 
Bagian 1 Identitas Responden 
 
Jenis Kelamin : a. Pria   b. Wanita  
Usia Responden : a. 21 – 25 tahun  d. 36 – 40 tahun 
  b. 26 – 30 tahun  e. > 40 tahun 
  c. 31 – 35 tahun 
Pendidikan Terakhir : a. SMA   d. Magister (S2) 
  b. Diploma   e. Doktoral (S3) 
  c. Sarjana (S1) 
Pendidikan Informal Pajak : a. Tidak ada   c. Brevet C 
  b. Brevet A & B  d. Brevet A, B, & C 
Jabatan : a. Staf Pajak   c. Staf Keuangan 
  b. Staf Akuntansi  d. Lainnya ................. 
Lama Bekerja : a. < 5 tahun   c. > 10 tahun 
  b. 5 – 10 tahun 
Bidang Usaha : a. Industri manufaktur d. Pertambangan 
  b. Jasa   e. Perdagangan 




Bagian II Kuesioner 
 
Petunjuk pengisian kuesioner 
Bapak/Ibu cukup memberikan tanda checklist (√) pada pilihan jawaban yang 
tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu. Diharapkan setiap pernyataan hanya 
ada satu jawaban. Setiap angka mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat 
Bapak/Ibu. 
Keterangan : 6 = Setuju Sangat (SS)  3 = Tidak Setuju Agak (TSA) 
  5 = Setuju (S)   2 = Tidak Setuju (TS) 
  4 = Setuju Agak (SA)  1 = Tidak Setuju Sangat 
(TSS) 
 














1. Saya membayar pajak karena aparat pajak 
kadang-kadang melakukan pemeriksaan. 
1 2 3 4 5 6 
2. Saya membayar pajak untuk menghindari 
risiko yang tinggi atas pemeriksaan oleh 
aparat pajak. 
1 2 3 4 5 6 
3. Saya membayar pajak karena tidak tahu 
persis bagaimana cara menghindari pajak 
tanpa menarik perhatian aparat pajak. 
1 2 3 4 5 6 
4. Saya patuh dan melakukannya karena yakin 
bayar pajak merupakan hal yang benar. 
1 2 3 4 5 6 
5. Bagi saya pembayaran pajak merupakan 
hal yang wajar untuk dilaksanakan. 
1 2 3 4 5 6 
6. Menurut saya, pembayaran pajak ditujukan 
untuk membantu/ mendukung pemerintah 
dan warga negara yang lain. 
1 2 3 4 5 6 
7. Saya patuh pajak bahkan jika tidak ada 
pemeriksaan. 
1 2 3 4 5 6 
8. Saya beranggapan bahwa pembayaran 
pajak adalah bagian dari tugas warga 
negara. 
1 2 3 4 5 6 














1. Aparat pajak memiliki wewenang yang luas 
untuk memaksa warga negara agar 
bersikap jujur tentang pajak yang 
dibayarkan. 
1 2 3 4 5 6 
2. Aparat pajak dapat mengungkapkan 
penghindaran pajak yang terjadi karena 
mempunyai keahlian dibidang perpajakan. 
1 2 3 4 5 6 
3. Aparat pajak memerangi kejahatan pajak 
dengan efektif dan efisien. 



















1. Kemungkinan besar aparat pajak dapat 
dengan cepat mendeteksi penggelapan 
pajak.  
1 2 3 4 5 6 
2. Aparat pajak akan mendapatkan dengan 
mudah peghasilan yang tidak sepenuhnya 
dinyatakan dalam SPT. 
1 2 3 4 5 6 
3. Sangat sulit untuk menghindari pajak. 1 2 3 4 5 6 
4. Otoritas pajak sangat efektif dalam 
memberantas kriminalitas pajak. 















1. Denda terhadap pelanggar pajak cukup 
berat. 
1 2 3 4 5 6 
2. Aparat pajak menghukum berat para 
pelanggar pajak. 
1 2 3 4 5 6 
3. Jika saya tertangkap, sanksi yang akan 
saya terima cukup berat. 
1 2 3 4 5 6 
4. Jika saya tertangkap, saya memahami 
kemungkinan konsekuensi hukum yang 
harus saya hadapi. 















1. Jika pembayar pajak membayar pajak 
dengan jujur, maka otoritas pajak akan 
memberikan penghargaan kepada Wajib 
Pajak. 
1 2 3 4 5 6 
2. Jika pembayar pajak membayarkan pajak 
dengan jujur, maka otoritas pajak akan 
memberikan hak istimewa pengembalian 
kelebihan pajak kepada Wajib Pajak. 
1 2 3 4 5 6 
3. Jika pembayar pajak membayar pajak 
dengan jujur, maka otoritas pajak akan 
memberikan fasilitas rewards kepada Wajib 
Pajak (sesuai dengan peraturan pajak yang 
berlaku). 
1 2 3 4 5 6 
4. Jika pembayar pajak membayar pajak 
dengan jujur, maka otoritas pajak akan 
memberikan kupon undian berhadiah 
kepada Wajib Pajak. 



















1. Aparat pajak memiliki kompetensi 
(pengetahuan dan keahlian teknis) yang 
baik di bidangnya. 
1 2 3 4 5 6 
2. Pemerintah telah bersifat transparan dalam 
pemanfaatan uang hasil pajak untuk 
pembiayaan pembangunan dan kegiatan 
pemerintahan. 
1 2 3 4 5 6 
3. Perusahaan dapat merasakan manfaat dari 
kebijakan aparat pajak. 
1 2 3 4 5 6 
4. Pembayar pajak dapat berbicara dengan 
bebas kepada otoritas pajak tentang 
kesulitan yang dihadapi. 
1 2 3 4 5 6 
5. Secara umum, keputusan aparat pajak 
dapat dipercayai. 
1 2 3 4 5 6 
6. Aparat pajak biasanya mengetahui apa 
yang terbaik untuk kelompok saya. 
1 2 3 4 5 6 














1. Pengenaan tarif pajak telah mencerminkan 
keadilan di dalam pajak. 
1 2 3 4 5 6 
2. Sanksi pajak yang dikenakan bagi 
pelanggar pajak sudah adil. 
1 2 3 4 5 6 
3. Sistem pemungutan pajak penghasilan di 
Indonesia sudah diatur secara adil. 















1. Aparat pajak dipastikan memiliki informasi 
yang diperlukan untuk pengambilan 
keputusan. 
1 2 3 4 5 6 
2. Aparat pajak memperlakukan semua orang 
dengan cara yang sama. 
1 2 3 4 5 6 
3. Aparat pajak bertindak secara akurat. 1 2 3 4 5 6 
4. Wajib pajak yang tidak setuju dengan aparat 
pajak diberi kesempatan untuk menjelaskan 
sudut pandang wajib pajak. 
1 2 3 4 5 6 
5. Otoritas pajak berusaha untuk berkonsultasi 
dengan masyarakat tentang perubahan 
sistem perpajakan. 
































Lampiran 6: Outer Loading Awal 
 DP KPL KPWP KSP KWP PT RP SKOP 
DP1 0,913        
DP2 0,929        
DP3 0,883        
DP4 0,700        
KPL1  0,919       
KPL2  0,923       
KPL3  0,935       
KPL4  0,900       
KPL5  0,859       
KPWP1   0,507      
KPWP2   0,682      
KPWP3   0,661      
KPWP4   0,782      
KPWP5   0,758      
KPWP6   0,742      
KPWP7   0,813      
KPWP8   0,600      
KSP1    0,936     
KSP2    0,934     
KSP3    0,936     
KWP1     0,685    
KWP2     0,815    
KWP3     0,846    
KWP4     0,903    
KWP5     0,916    
KWP6     0,885    
PT1      0,916   
PT2      0,908   
PT3      0,860   
PT4      0,923   
RP1       0,917  
RP2       0,949  
RP3       0,952  
RP4       0,887  
SKOP1        0,834 
SKOP2        0,825 
SKOP3        0,864 
 
Lampiran 7: Hasil Algoritma Awal 








DP 0,741 0,919 0,712 0,879 0,741 0,526 
KO 0,550 0,948   0,940 0,550   
KO * KP 0,733 0,997   0,997 0,733   
KP 0,763 0,963   0,955 0,763   
KPL 0,824 0,959 0,941 0,946 0,824 0,774 
KPWP 0,489 0,883 0,785 0,846 0,489 0,291 
KSP 0,875 0,955 0,851 0,929 0,875 0,743 
KWP 0,714 0,937   0,918 0,714   
KWP * KP 0,814 0,995   0,995 0,814   
PT 0,814 0,946 0,808 0,924 0,814 0,657 
RP 0,859 0,961 0,690 0,945 0,859 0,590 




Lampiran 8: Outer Loading Akhir (Iterasi) 
 DP KPL KPWP KSP KWP PT RP SKOP 
DP1 0,913        
DP2 0,929        
DP3 0,883        
DP4 0,700        
KPL1  0,919       
KPL2  0,923       
KPL3  0,935       
KPL4  0,900       
KPL5  0,859       
KPWP3   0,732      
KPWP4   0,854      
KPWP5   0,822      
KPWP6   0,759      
KPWP7   0,853      
KSP1    0,936     
KSP2    0,934     
KSP3    0,936     
KWP1     0,686    
KWP2     0,815    
KWP3     0,846    
KWP4     0,903    
KWP5     0,916    
KWP6     0,884    
PT1      0,916   
PT2      0,908   
PT3      0,860   
PT4      0,923   
RP1       0,917  
RP2       0,949  
RP3       0,952  
RP4       0,887  
SKOP1        0,834 
SKOP2        0,825 
SKOP3        0,864 
 
 
Lampiran 9: Hasil Algoritma Akhir 








DP 0,741 0,919 0,709 0,879 0,741 0,524 
KO 0,550 0,948   0,940 0,550   
KO * KP 0,733 0,997   0,997 0,733   
KP 0,763 0,963   0,955 0,763   
KPL 0,824 0,959 0,941 0,946 0,824 0,774 
KPWP 0,649 0,902 0,543 0,864 0,649 0,206 
KSP 0,875 0,955 0,852 0,929 0,875 0,743 
KWP 0,714 0,937   0,918 0,714   
KWP * KP 0,814 0,995   0,995 0,814   
PT 0,814 0,946 0,812 0,924 0,814 0,661 
RP 0,859 0,961 0,686 0,945 0,859 0,586 




Lampiran 10: Cross Loading 
  DP KPL KPWP KSP KWP PT RP SKOP 
DP1 0,913 0,144 0,285 0,263 0,256 0,579 0,456 0,509 
DP2 0,929 0,244 0,329 0,345 0,354 0,592 0,578 0,458 
DP3 0,883 0,250 0,391 0,332 0,311 0,579 0,660 0,429 
DP4 0,700 0,087 0,248 0,130 0,197 0,519 0,420 0,353 
KPL1 0,266 0,919 0,594 0,824 0,682 0,468 0,374 0,399 
KPL2 0,186 0,923 0,600 0,788 0,685 0,442 0,316 0,401 
KPL3 0,191 0,935 0,555 0,775 0,660 0,405 0,333 0,393 
KPL4 0,150 0,900 0,504 0,620 0,605 0,373 0,293 0,274 
KPL5 0,185 0,859 0,472 0,610 0,591 0,341 0,314 0,314 
KPWP3 0,158 0,476 0,732 0,417 0,432 0,409 0,336 0,440 
KPWP4 0,196 0,564 0,854 0,497 0,495 0,540 0,401 0,322 
KPWP5 0,295 0,409 0,822 0,382 0,380 0,636 0,379 0,394 
KPWP6 0,454 0,404 0,759 0,400 0,423 0,658 0,385 0,414 
KPWP7 0,361 0,557 0,853 0,501 0,586 0,665 0,450 0,392 
KSP1 0,331 0,708 0,537 0,936 0,652 0,462 0,387 0,460 
KSP2 0,301 0,714 0,463 0,934 0,650 0,375 0,371 0,358 
KSP3 0,267 0,822 0,539 0,936 0,619 0,429 0,315 0,393 
KWP1 0,229 0,469 0,433 0,467 0,686 0,409 0,392 0,383 
KWP2 0,254 0,564 0,438 0,591 0,815 0,449 0,308 0,394 
KWP3 0,211 0,622 0,447 0,603 0,846 0,438 0,291 0,405 
KWP4 0,322 0,616 0,491 0,590 0,903 0,509 0,342 0,442 
KWP5 0,309 0,696 0,565 0,616 0,916 0,538 0,424 0,424 
KWP6 0,327 0,619 0,549 0,595 0,884 0,543 0,483 0,458 
PT1 0,561 0,514 0,730 0,506 0,625 0,916 0,634 0,644 
PT2 0,563 0,394 0,683 0,375 0,466 0,908 0,522 0,645 
PT3 0,635 0,273 0,517 0,286 0,386 0,860 0,449 0,585 
PT4 0,625 0,430 0,682 0,452 0,580 0,923 0,615 0,585 
RP1 0,621 0,328 0,464 0,328 0,426 0,617 0,917 0,411 
RP2 0,621 0,363 0,466 0,383 0,424 0,594 0,949 0,429 
RP3 0,565 0,327 0,474 0,334 0,418 0,583 0,952 0,426 
RP4 0,480 0,314 0,397 0,370 0,386 0,486 0,887 0,327 
SKOP1 0,458 0,283 0,316 0,324 0,392 0,505 0,234 0,834 
SKOP2 0,399 0,227 0,257 0,305 0,277 0,470 0,348 0,825 
SKOP3 0,433 0,456 0,599 0,440 0,548 0,711 0,480 0,864 
 
 














KO -> DP 0,842 0,839 0,022 0,022 37,763 
KO -> PT 0,901 0,900 0,015 0,015 61,221 
KO -> RP 0,828 0,828 0,020 0,020 41,406 
KO -> SKOP 0,741 0,743 0,028 0,028 26,728 
KP -> KPL 0,970 0,970 0,004 0,004 241,290 





















KO -> DP 0,842 0,839 0,022 0,022 37,763 
KO -> KPWP 0,916 0,880 0,339 0,339 2,705 
KO -> PT 0,901 0,900 0,015 0,015 61,221 
KO -> RP 0,828 0,828 0,020 0,020 41,406 
KO -> SKOP 0,741 0,743 0,028 0,028 26,728 
KO * KP -> KPWP -0,835 -0,769 0,520 0,520 1,758 
KP -> KPL 0,970 0,970 0,004 0,004 241,290 
KP -> KPWP 0,756 0,754 0,247 0,247 3,063 
KP -> KSP 0,923 0,922 0,011 0,011 85,255 
KWP -> KPWP 0,846 0,845 0,230 0,230 2,199 
KWP * KP -> KPWP 1,102 1,102 0,391 0,391 2,260 
 
 
Lampiran 13: Construct Crossvalidated Redundancy Total 
Total SSO SSE 1-SSE/SSO 
DP 1244 592,287 0,524 
KPL 1555 352,169 0,774 
KPWP 1555 1019,112 0,345 
KSP 933 239,607 0,743 
PT 1244 422,167 0,661 
RP 1244 514,396 0,586 
SKOP 933 577,147 0,381 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
